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ABSTRAK 
 
 
Sri Wahyuni (E21109264), Strategi Pemderdayaan Usaha Kecil Menengah 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sidenreng Rappang (Studi Kasus:Pemberdayaan Koperasi Pertanian), 
xv+94 Halaman+ 15 tabel+3 gambar + 30 daftar pustaka (1996-2012)+2 
Lampiran 
 
Penelitian in dilatarbelakangi oleh beberapa data mengenai kondisi dari 
usaha kecil menengah di kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini koperasi 
pertanian. 2/3 (dua per tiga) dari jumlah koperasi pertanian sudah tidak aktif lagi. 
Strategi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan belum 
mampu membangkitkan keterpurukan dari anggota koperasi pertanian yang 
adadan membuat mereka merasa berdaya. Dalam memberdayakn usaha kecil 
menengah, diperlukan tiga fase yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase 
emansipatoris. 
 
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 
strategi pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal ini adalah Koperasi Pertanian.  
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus 
penelitiannya berdasar dari fase inisial, partisipatoris, dan emansipatoris. 
Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan 
juga berdasarkan dokumen. Lama peneltiannya sekitar 1 bulan. Teknik 
analisisdata dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 
 
Hasil penelitian ini menujjukan bahwa strategi pemberdaya Usaha Kecil 
Menengah dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindusrtian dan Perdagangan belum 
optimal dalam rangka memberdayakan koperasi pertanian yang berdasarkan dari 
tiga fase yaitu fase inisial (Dinas Kop. berperan penuh dalam memberdayakan 
koperasi), fase partisipatoris ( Dinas Kop. Bekerja sama dengan anggota 
koperasi), dan fase emansipatoris (Dinas Kop. hanya menjadi fasilitator dalam 
perkembangan koperasi pertanian). Hal ini terbukti dengan kurang 
berkualitasnya sumber daya yang ada dalam koperasi, rendahnya permodalan 
koperasi, sarana dan prasarana belum memadai, pengawasan yang lemah, dan 
lain sebagainya. 
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ABSTRACT 
 
 
Sri Wahyuni (E21109264), The Strategy to Epowerment Cooperatives Small 
and Medium Enterprises, MSMEs, Industry and Trade District Sidenreng 
Rappang (Case Study: Empowerment of Agricultural Cooperatives), xv +94 
pages+ 15 tables +3 images +30 librarys (1996-2012) +2 Attachment 
 
Research in background by some data on the condition of small and 
medium enterprises in the district Sidenreng Rappang, in this case the 
agricultural cooperatives. 2/3 (two thirds) of the total agricultural cooperative is no 
longer active. The strategy of the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and 
Industry has not been able to raise the deterioration of the existing members of 
agricultural cooperatives and making them feel powerless. In empowering, 
needed three phases, namely the initial phase, the phase of participatory and 
emancipatory phase.Generally, this research aims at describing about the 
strategy to make efficiently the small middle scale operations of industrial and 
trade cooperation affair that is agricultural cooperation. 
This research applied qualitative descriptive research. This focused on 
three phases they are initial phase, participatory phase, and emansipatory phase. 
The research instrumen used to collect the data was interview and observation 
directly to the location and also based on many data. The data collected for one 
month. The data analysis of this research is qualitative analysis. 
The result of the research shows that the program of small middle scale 
operations and industrial and trade cooperation affair is not work optimally to 
make efficiently the agricultural cooperation which is based on three phases, they 
are initial phase (cooperation affair to make the cooperation work efficiently), 
participatory phase (cooperation affair collaborate with the member of 
cooperation), and emansipatory phase (cooperation affair only become a 
facilitator in agricultural cooperation development). It is prooved by the more 
unqualified resource in cooperation. The decrease number of financial capital, 
the incomplete means or instrumen, the minimum of supervision, etc. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
 Usaha kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang 
mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam 
pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat 
kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan 
besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-
besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia.  
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, 
dan Perdagangan dan masyarakat harus saling bekerjasama. Masyarakat 
sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. 
Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia 
dapat ditinjau dari empat aspek (Nurhajati, Paradigma Baru Pengembangan 
Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi, (Malang: 
UNISMA), 2005, hal.2 yaitu :  
1. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian terbesar dari seluruh 
unit usaha yang ada di Indonesia.  
2. Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) berperan besar dalam penyerapan 
tenaga kerja.  
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3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberi kontribusi yang cukup besar 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  
4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memberikan kontribusi terhadap 
perkembangan eksport. 
Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia 
ternyata belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat 
Internasional, utamanya di regional ASEAN. Hasil penelitian Word Economic 
Forum terhadap 59 negara termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia 
menduduki posisi ke-37 pada tahun 1999. Rendahnya daya saing ekonomi 
Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Permasalahan pokok yang sering 
dihadapi oleh sebagian besar usaha kecil, antara lain pemasaran, keuangan, 
manajemen, teknologi, lokasi, sumberdaya manusia, dan struktur ekonomi. 
(Nurhajati : 2005, hal 5-6) 
Beberapa hasil penelitian ((Nurhajati : 2005, hal 7) menyebutkan bahwa 
persoalan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga sulit 
berkembang antara lain:  
 Ketidakmampuan dalam manajemen;  
 Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan;  
 Kurang berpengalaman;  
 Lemahnya pengawasan keuangan.  
Menghadapi persoalan-persoalan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang 
telah dikemukan di atas, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang 
sekaligus menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan daya saing 
ekonomi Indonesia. Komitmen tersebut secara institusi ditunjukkan melalui 
pembentukan kementerian yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
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sejak jaman Pemerintah orde baru. (Nursalam, Pemberdayaan Usaha Kecil 
Menengah (UKM): 2010, hal 4) 
Selain itu, secara yuridis komitmen Pemerintah ditandai dengan adanya 
Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang bertujuan 
antara lain untuk mewujudkan peran usaha kecil sebagai tulang punggung serta 
memperkokoh struktur perekonomian nasional. Undang-undang tersebut 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan sebagai salah satu bentuk upaya penciptaan iklim usaha melalui 
kerjasama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Usaha Besar. 
(Nursalam:2010 hal 5-6) 
Oleh karena itu, dalam peraktek Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 
seringkali berada dalam posisi yang lemah, maka Pemerintah berupaya untuk 
memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik ditingkat 
pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah 
terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kebijakan perkreditan yang khusus 
diperuntukan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengatasi 
kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam struktur permodalan dan 
keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan 
juga sudah banyak yang dilakukan. Banyak upaya yang sudah dilakukan 
Pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM). (Nursalam : 2010, hal 7) 
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Adapun Usaha Kecil Menengah yang akan dikaji lebih mendalam oleh 
penulis mengenai tentang Koperasi Pertanian yang beroperasi di setiap 
kecamatan seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang. Koperasi pertanian 
merupakan kelembagaan tani yang langsung mengorganisir para petani dalam 
membangun perekonomian masyarakat berbasis pertanian dan juga dapat 
berfungsi secara nyata sebagai wahana penyuluhan untuk menggerakkan 
anggotanya. Koperasi Pertanian memiliki titik strategis (entry point) dalam 
menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Potensi sumber daya pedesaan 
dimanfaatkan untuk peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani 
(kelompok tani). Koperasi Pertaniandi perdesaan belum beroperasional optimal. 
(Blogger, Sunanto dan Eka Yunarsih, 26/07/2012) 
Menurut Dimyati (2007), bahwa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi 
pertanian, adalah :  
a. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah 
manajemen produksi maupun jaringan pemasaran. 
b. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. 
c. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm). 
d. Peran dan fungsi Koperasi Pertanian sebagai wadah organisasi petani 
belum berjalan secara optimal.  
Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya 
pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Koperasi Pertanian (seperti : 
kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, 
kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) 
dan diharapkan dapat melindungi posisi petani. Tindakan perlindungan sebagai 
keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat 
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hasil jerih payah usaha tani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga 
output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan 
pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian 
kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk 
menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di 
pedesaan.  
Tabel 1.1 
Jenis Koperasi Di Kabupaten Sidrap Tahun 2011 
 
Jenis Koperasi 
Jumlah Unit Koperasi 
Aktif Tidak Aktif Total 
Koperasi Unit Desa 10 5 15 
Koperasi Pegawai 32 14 46 
Koperasi TNI POLRI 1 1 2 
Koperasi karyawan 5 3 8 
Koperasi Purnabhakti 3 3 6 
Koperasi Simpan Pinjam 6 4 10 
Koperasi Angkutan Darat − 3 3 
Koperasi Pasar 1 2 3 
Koperasi Pemuda − 1 1 
Koperasi Inkra − 4 4 
Koperasi Profesi − 2 2 
Koperasi Wanita 25 3 28 
Koperasi Pondok Pesantren 6 2 8 
Koperasi Peternak − 2 2 
Koperasi Serba Usaha 16 85 101 
Koperasi Perkebunan 1 9 10 
Koperasi Pertanian 27 44 71 
Koperasi Lainnya 20 7 27 
Koperasi Syariah 3 − 3 
Koperasi Sekunder 1 1 2 
T O T A L 157 195 352 
Sumber  : Data Keragaan Koperasi, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rapppang. 2011 
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Koperasi Pertanian 
menduduki peringkat kedua dalam hal jumlah koperasi, sekaligus menjadi 
peringkat kedua dalam ketidakaktifan koperasinya, padahal dapat kita lihat 
bahwa sumber penghasilan dari masyarakat Sidrap umumnya bertani.  
Ketidakaktifan koperasi tersebut dapat dipengaruhi dari dua faktor, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa keterbatasan sumber 
daya yang ada dalam koperasi tersebut, sedangkan faktor eksternalnya berupa 
dukungan dan strategi pemerintah dalam memberdayakan koperasi pertanian. 
Adapun yang menjadi strategi Dinas Koperasi Pertanian, dalam hal ini 
selaku  instansi yang berwenang untuk mengatasi masalah ini memiliki strategi 
yakni “Bina, gabung, bubar” (Kabid Koperasi, 2012).  Dengan strategi tersebut, 
maka akan banyak koperasi yang dibubarkan ketika sudah tidak mampu untuk 
dibina. Pembinaan koperasi yang dilakukan selama ini masih belum efektif, 
karena pembinaannya hanya dari pusat saja atau pembinaan secara umum, 
belum ada pembinaan secara khusus untuk koperasi pertanian ataupun 
pembinaan yang menjadi agenda rutin dari Dinas Koperasi ini. 
Strategi yang digunakan masih perlu ditinjau kembal oleh pemerintah, 
sehingga koperasi-koperasi yang ada di Sidrap umumnya, koperasi pertanian 
khususnya dapat dipertahankan untuk memberi manfaat bagi masyrakat 
sekitarnya. 
Jika koperasi pertanian ini dikembangkan dan diberdayakan oleh 
pemerintah, maka koperasi ini dapat membantu para petani dalam melakukan 
pekerjaannya seperti memberikan penyuluhan rutin bagi setiap anggota 
koperasi, memberikan pinjaman modal, menyediakan infrastruktur yang dapat 
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digunakan bersama dengan anggota lain, sehingga para petani bisa memperoleh 
hasil yang lebih memuaskan. 
Dengan melihat permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil 
judul penelitian “STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI 
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDRAP, DENGAN STUDI KASUS PEMBERDAYAAN 
KOPERASI PERTANIAN”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengambil 
rumusan masalah, yaitu : Mengapa strategi Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdangangan di Kabupaten Sidenreng Rappang 
dalam memberdayakan Koperasi Pertanian di Kabupaten Sidrap belum 
optimal ? 
 
C.  Tujuan  Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdangangan di 
Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberdayakan Koperasi 
Pertanian dilihat melalui tiga fase yakni fase inisial, fase partisipatoris, dan 
fase emansipatoris. 
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D.  Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis : 
 Secara umum temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi 
wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian 
tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya dalam 
pemberdayaan UKM masyarakat desa mengingat masalah yang 
demikian masih belum terealisasi secara optimal. 
2. Manfaat Praktis : 
 Penemuan penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi dan 
dorongan bagi para pimpinan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(KUKM) untuk tetap berkarya dan memperkaya serta memperluas 
usahanya, demi terciptanya roda perekonomian masyarakat bawah 
yang diharapkan. 
 Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah 
gejalah-gejalah ekonomi yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori-
teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan 
penelitian dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), dan 
juga mengembangkannya dibidang lainnya. 
 Temuan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk membantu atau membina koperasi di wilayah 
kerjanya masing-masing. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.  Konsep Strategi 
1. Defenisi Strategi 
Strategi pertama kali digunakan dalam dunia militer, sedangkan organisasi 
baru mulai mengadopsinya pada pertengahan tahun 60-70an. Salah satu alasan 
mengapa pentingnya mempelajari strategi adalah strategi sebagai suatu 
kerangka kerja (frame work) dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap 
masalah yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan, terutama yang 
berkaitan dengan persaingan. Guna memahami konsep strategi terkait dengan 
penelitian ini, maka berikut beberapa defenisi mengenai strategi : 
Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “Strategos” (stratos = militer dan 
ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh 
para Jenderal perang yang membuat rencana untuk memenangkan perang. 
Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai 
perang, dimana Jenderal perang dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan 
perang. 
Hal ini pun ditegaskan pula oleh Bateman yang menyatakan : a strategy is 
a pattern of action and resource allocation designed to achieve the goals of 
organization (strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber data yang 
dirancang untuk mencapai tujuan organisasi). Karena strategi adalah suatu alat 
untuk mencapai tujuan baik itu tujuan organisasi atau perusahaan, maka strategi 
memiliki beberapa sifat antara lain : 
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a. Menyatu (unified), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam 
suatu organisasi atau perusahaan. 
b. Menyeluruh (comprehensive), yaitu mencakup seluruh aspek dalam 
suatu organisasi atau perusahaan. 
c. Integral (integrated), yaitu seluruh strategi akan cocok / sesuai dari 
seluruh tingkatan (corporate, business, dan functional). 
Adapun Hamel dan Prahalad (1995) mengemukakan bahwa : Strategi 
merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 
menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 
oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi 
hampir selalu dimulai dari “apa yan dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang 
terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen 
memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari 
kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 
Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965), menyatakan bahwa 
strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan 
demikian, salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut 
harus ada atau tidak ada. 
Barry (1986), mengungkapkan definisi strategi sebagai berikut : strategy is 
plan of what an organization intends to be in the future an how it will get there 
(Strategi adalah rencana tentang apa yang dicapai atau hendak menjadi apa 
suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan 
yang diinginkan tersebut (rule). 
Sangkala mengemukakan bahwa strategi aktualnya melekat di seluruh 
aktivitas penting dari peusahaan. Strategi memberikan satu pemahaman akan 
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pentingnya kesatuan, arah, tujuan dan juga memfasilitasi perubahan yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. 
Untuk memahami makna strategi, paling tidak menurut Arnold Hax dapat 
dipahami dalam enam konsep utama sebagai berikut : 
1. Strategi dipahami dalam satu rangkaian, satu kesatuan, dan pola-pola 
pengambilan keputusan yang terintegrasi. 
2. Strategi sebagai alat dalam menentukan tujuan perusahaan, dalam 
pengertian tujuan jangka panjang. 
3. Strategi sebagai penentu domain daya saing perusahaan yang 
biasanya menunjuk pada upaya untuk menjawab pertanyaan apa 
bisnis kita saat ini, dan apa bisnis yang seharusnya kita geluti. 
4. Strategi sebagai suatu bentuk respon terhadap peluang dan 
tantangan dari luar perusahaan, respon terhadap kekuatan dan 
kelemahan dari dalam perusahaan untuk mencapai daya saing. 
5. Strategi sebagai sistem yang logis untuk membedakan tugas-tugas 
manajerial pada tingkatan perusahaan, bisnis, dan pada tingkatan 
fungsional. 
6. Strategi sebagai penentuan kontribusi yang bersifat ekonomi dan non 
ekonomi dari perusahaan kepada stakeholdernya. 
Akhirnya definisi strategi penulis tutup dengan kesimpulan penulis sendiri, 
bahwa strategi adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi 
secara terus menerus guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dan 
senantiasa memfasilitasi perubahan yang dibutuhkan perusahaan atau 
organisasi guna untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. 
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2. Penentuan Isu Strategis 
Dalam bukunya Tedjo, Tripomo, dan Udan, mengemukakan bahwa 
pengamatan lingkungan biasanya menghasilkan sejumlah situasi lingkungan 
yang diduga berpengaruh terhadap organisasi. Tahap selanjutnya yang perlu 
dilakukan adalah menyeleksi informasi  tersebut sehingga terpilih beberapa 
situasi lingkungan atau yang biasa disebut isu strategis. 
Isu strategis dapat ditentukan oleh beberapa hal, antara lain : melalui misi 
perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Berikut 
adalah penjelasannya : 
1) Analisis Lingkungan ( Analisis SWOT ) 
Lingkungan adalah salah satu faktor terpentingn untukng menunjang 
keberhasilan perusahaan / organisais dalam persaingan. Buku “The Art of 
War” Sun Tzu mengatakan bahwa ketahuilah musuh, diri sendiri, daerah 
dan cuaca dengan baik, maka akan diperoleh kemenangan total. Lingkungan 
tersebut dibagi dua, yaitu : 
a. Lingkungan Internal :  
Lebih pada analisis intern perusahaan / organisasi dalam rangka 
menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap 
divisi. Analisa ini berusaha untuk menjawab pertanyaan “apa yang  
membuat kami berbeda ?” Intinya adalah mencari “keunggulan dan 
kelemahan perusahaan atau organisasi”. 
Adapun yang dapat dijadikan indikator dalam melihat lingkungan 
internal menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheenlen, yaitu : 
struktur, budaya, sumber daya. 
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a) Struktur : Cara bagaimana perusahaan diorganisasikan, sering 
disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan 
menggunakan bagan organisasi. 
b) Budaya : Pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan 
oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus 
memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima 
anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. 
c) Sumber Daya : Aset yang merupakan bahan baku bagi produksi 
barang dan jasa organisasi. Aset ini meliputi keahlian orang, 
kemampuan, bakat manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas 
pabrik dalam wilayah fungsional. 
b. Lingkungan Eksternal  
Suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan / organisasi dimana 
perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya 
(Uncontrolable) sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada 
lingkungan ini akan mempengaruhi kinerja semua perusahaan. 
Lingkungan eksternal dapat dianalisis dengan melihat peluang 
(Opportunity) dan ancaman (Threat). 
Menurut J. David Hunger  Thomas L. Wheelen, variabel-variabel 
yang dijadikan indikator dalam melihat lingkungan eksternal adalah : 
lingkungan kerja dan lingkungan sosial. 
a) Lingkungna Kerja : Terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang 
secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi 
utama organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang 
saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, 
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kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi 
perdagangan. 
b) Lingkungan sosial : Terdiri dari kekuatan umum – kekuatan itu tidak 
berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek 
organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-
keputusan jangka panjang. Antara lain kekuatan ekonomi, 
sosiokultur, teknologi dan politik-hukum dalam hubungannya dengan 
lingkungan perusahaan secara keseluruhan. 
 
Tabel 2.1 
Matriks Swot 
 
IFAS (Internal Factor  
Analysis Summary) 
 
EFAS 
(Eksternal Factor Analysis 
Summary) 
STRENGTHS (S) 
 Tentukan faktor-faktor 
kekuatan internal 
WEAKNEES (W) 
 Tentukan faktor-faktor 
kelemahan internal 
OPPORTUNIES (O) 
 Tentukan faktor-faktor peluang 
ekternal 
STRATEGI SO 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 
STRATEGI WO 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan utnuk 
memanfaatkan peluang 
THREATS (T) 
 Tentukan faktor-faktor peluang 
ekternal 
STRATEGI ST 
Cipatakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
utnuk mengatasi 
acaman 
STRATEGI WT 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari ancaman 
 
Sumber : Freddy Rangkuti. 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah kasus 
Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk 
Menghadapi Abad 21. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 
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2) Visi 
Tedjo Tripomo & Udan, mengemukakan pengertian dari visi yaitu 
menunjukkan bayangan, keinginan atau cita-cita akan menjadi seperti apa 
organisasi masa depan. Catatan lain tentang visi adalah : 
a. Visi menunjukkan arah strategis. 
b. Visi lebih menunjukkan apa yang ingin dicapai (what) bukan bagaimana 
mencapainya (how). 
c. Visi dan goal berbeda dalam jangka waktu pencapaian. 
d. Visi merupakan representasi dari keyakinan mengenai bagaimanakah 
seharusnya betuk organisasi di masa depan. 
3) Misi 
Tedjo Tripomo & Udan mengemukakan misi adalah pernyataan yang 
menunjukkan maksud didirikannya/dibentuknya organisasi dan lingkup 
bisnis/kegiatan yang harus dijalankan atau yang justru tidak boleh dijalankan 
oleh organisasi. 
 
3. Perumusan Strategi 
Tedjo Tripomo & Udan mengemukakan bahwa tahapan manajemen 
strategik diawali dengan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses 
memilih POLA TINDAKAN UTAMA (strategi) untuk mewujudkan visi dan misi 
organisasi. Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa 
dimulai dari kondisi lingkungan internal (Strength, Weakness) dan kondisi 
lingkungan eksternal (Opportunity, Threat) atau bahkan strategi itu sendiri. 
Namun yang terpenting pilihan strategi akhirnya harus saling sesuai dengan 
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Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman yang ada dan tujuan (visi-misi-hoal) 
yang ingin dicapai. 
 
Gambar 2.1 
Strategi dan Kesesuaian 
 
Sumber : Tedjo Tripomo & Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung : 
Rekayasa Sains. 
 
 
Penjelasan gambar : 
Perumusan strategi dapat dimulai darimana saja, bisa dimulai dari kondisi 
internalnya (kekuatan & kelemahan), kondisi eksternal (peluang & hambatan) 
atau bahkan dari strategi itu sendiri. Namun yang terpenting seperti yang dilihat 
pada gambar di atas, pilihan strategi akhirnya HARUS SALING SESUAI dengan 
Peluang – Ancaman yang ada. Kekuatan-Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan 
yang ingin dicapai. 
J. David Hunger & Thomas L. Wheelen mengemukakan bahwa perumusan 
strategi juga sering kali di tunjukkan sebagai perencanaan strategi atau jangka 
panjang. Proses perumusan strategi berurusan denagn pengembangan misi, 
tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Agar ini tercapai pembuat strategi 
harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan ancaman kunci) pada  situasi sekarang. Berikut penjelasan 
Tujuan (Misi, Visi, Goal) 
Kondisi Internal (SW) 
Kesesuaian (Strategi) 
Kondisi Eksternal (OT) 
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mengenai misi, tujuan, strategi, dan kebijakan menurut J. David Hunger & 
Thomas L. Wheelen : 
a) Misi : 
Tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun 
dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan 
suatu perusahaan dengan perusahaan lain. 
b) Tujuan :  
Hasil akhir aktivitas perencanaan. 
c) Strategi perusahaan :  
Rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan 
mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan 
kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. 
d) Kebijakan : 
Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan 
keputusan organisasi secara keseluruhan. 
Akhirnya definisi strategi penulis tutup dengan kesimpulan penulis sendiri, 
bahwa strategi adalah tindakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi 
secara terus menerus guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi dan 
senantiasa memfasilitasi perubahan yang dibutuhkan perusahaan atau 
organisasi guna untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Strategi 
yang dilakukan harus selalu berkelanjutan, karena ketika strategi yang dilakukan 
hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu maka kemungkinan tujuan tidak 
akan tercapai. Adapun  strategi yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
harapan dari organisasi, itu merupakan strategi yang dirumuskan tanpa 
pertimbangan. 
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Strategi cenderung dikembangkan dalam empat tahap, dimulai dari 
perencanaan, penetapan isu strategi, perumusan strategi, evaluasi. 
Dengan keempat tahap tersebut, maka suatu organisasi dapat 
berkembang dan bertahan. 
 
B.  Konsep Pemberdayaan 
1. Defenisi Pemberdayaan 
Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang 
menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya 
kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat 
sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. 
Istilah pemberdayaan (Empowerment) adalah sebuah konsep yang lahir 
sebagai bagain dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan 
barat. Untuk memahami konsep empowerment  secara tepat dan jernih 
memerlukan upaya pemahaman latar belakang konsektual yang melahirkannya. 
Sebagaimana diungkapkan Bennis dan Mische (1995:45) bahwa  “ konsepsi 
pemberdayaan itu dapat diartikan sebagai upaya menghilangkan batasan 
birokrasi yang mengkotak-kotakkan orang dan membuatnya menggunakan 
seefektif mungkin keterampilam, pengalaman, energi dan ambisinya.” 
Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya 
bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya 
kesadaran bahwa factor manusia memegang peran penting dalam 
pembangunan. 
Menurut Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono 
(1998 :46) mengemukakan bahwa yang dimaksuh dengan pemberdayaan adalah 
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sebagi berikut : “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member 
orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-
keputusannya dan tindakantidakanya.” 
Sementara dalam sumber yang sama, Carver dan Clatter Back (1995 : 
12) mendefeinisikan pemberdayaan sebagai berikut “ upaya member keberanian 
dan kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan 
guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.” 
Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” nenurut sarjana 
lain, pada intinya diartikan sebagai berikut. “ membentuk klien memperoleh daya 
untuk mengambil keputusan dan mementukan tindakan yanga akan ia lakukan 
yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi 
dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan 
kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, 
antara lain transfer daya dari lingkungan.” 
Sementara Shardlow (1998 : 32) mengatakan pada intinya : 
“pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupunkomunitas 
berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk 
membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka” 
Pemberdayaan dapat  diartikan sebagai usaha untuk memberi atau 
meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok atau masyarakat. Penggunaan 
konsep ini tidak hanya pada bidang politik semata, tetapi juga dalam bidang 
sosial, ekonomi dan budaya. Namun konsep ini sering ditafsirkan berbeda oleh 
tiap orang, karena perbedaan sudut pandang Simanjuntak (1985:20) 
menerangkan bahwa perlunya memberdayakan sumber daya manusia dilatar 
belakangi oleh empat hal, antara lain : 
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a) Melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya manusia diarahkan 
menjadi kekuatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan 
pertahanan keamanan yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia 
yang berkualitas, memiliki kemampuan , memanfaatkan, 
mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologiserta 
kemampuan manajemen. 
b) Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat 
menentukan dalam proses pembangunan, terutama di negara-negara 
yang sedang berkembang. Hal ini berkaitan dengan pengalaman negara 
industri baru menunjukkan bahwa pertumbuhan bersumber dari 
pertumbuhan masyarakat (efisiensi) yang didukung oleh sumber daya 
manusia yang berkualitas. 
c) Adanya anggapan bahwa sumber daya manusia lebih penting daripada 
sumber daya alam. Menurut pendapat ini, negara yang miskin sumber 
daya alamnya, tetapi tinggi tingkat kualitas sumber daya manusianya 
sehingga lebih maju daripada negara yang kaya sumber daya alamnya 
akan tetapi kurang mementingkan sumber daya manusianya. 
d) Pada pembangunan jangka panjang I pembangunan lebih dititikberatkan 
pada pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan dalam pembangunan 
jangka panjang II perlu diadakan penyempurnaan, dalam arti bahwa 
pembangunan dikonsentrasikan pada pengembangan dan 
pendayagunaan sumber daya manusia untuk menghasilkan pertumbuhan 
ekonomi yang maksimal. 
Menurut Pranaka dan Moeljarto (1996:44) menjelaskan bahwa 
pemberdayaan atau dikenal dengan empowerment  adalah sebuah konsep yang 
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lahir dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat 
khususnya Eropa. Untuk memahami konsep empowerment  secara tepat, 
memerlukan upaya pemahaman latar belakang konstekstual yang 
melahirkannya. Konsep tentang pemberdayaan telah diterima luas dan 
digunakan, namun dengan pengertian dan persepsi yang berbeda antara satu 
dengan lain. Pemberdayaan dipandang sebagai proses belajar mengajar yang 
merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan 
daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu atau kelompok. 
Pemberdayaan (empowerment) pada dasarnya mengacu pada usaha 
menumbuhkan keinginan kepada seseorang dan pemberian peluang serta 
kesempatan bagi bawahan untuk mengaktualisasikan diri, meningkatkan potensi 
dan kemampuan yang dimiliki, serta memberikan pengalaman psikologis yang 
membuat seseorang merasa berdaya.  
Dalam hal ini Handoko (1994:22-23) memberikan defenisi sebagai 
berikut : ”Pemberdayaan, sederhananya, merupakan cara yang amat praktis dan 
produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita sendiri dan dari staff kita. 
Dituntut lebih dari sekedar pendelegasian agar kekuasaan ditempatkan secara 
efektfi, yakni dekat dengan pelanggan / konsumen. Ini berarti bukan hanya perlu 
pelimpahan tugas, melainkan juga proses pengambilan keputusan dan tanggung 
jawab penuh. 
Sementara itu Dervye (1994:159) memberikan konsep Seven Key Points 
of Empowerment yakni tujuh cara yang harus ditempuh manajemen untuk dapat 
merealisasikan pemberdayaan, sebagai berikut : 
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a) Mengurangi hambatan birokrasi yang tidak perlu untul membuat 
karyawan lebih bertanggung jawab dan memiliki daya tanggap. 
b) Membiasakan karyawan untuk menanggapi permasalahan 
pelanggan dengan berkata “ya” daripada menolaknya. 
c) Memberikan keberanian kepada karyawan untuk mengambil 
resiko dan belajar dari kesalahan. 
d) Memberikan dukungan kepada karyawan untuk bekerja dengan 
benar. 
e) Memperkenalkan teknik bekerja dan memberikan penghargaan 
terhadap karyawan yang bekerja dengan baik. 
f) Menciptakan kondisi atau perasaan yang dibutuhkan diantara 
karyawan, baik dalam pelayanan intern maupun pelayanan 
kepada masyarakat luar. 
g) Dalam organisasi sendiri, akan ditempuh pelayan sendiri. 
Sedangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
memberikan defenisi tentang pemberdayaan sebagai berikut : “ pemberdayaan 
adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah,dunia usaha dan masyarakat 
dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan 
sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi 
usaha yang tangguh dan mandiri. 
Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan Priyono 
(1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, 
dan fase emansipatoris. Pada fase inisial, semua proses pembedayaan berasal 
dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase 
ini masyarakat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah 
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dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses 
pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah 
bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini 
masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk 
menuju kemandirian. Kemudian ketika fase emansipatoris, proses 
pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat 
dengan dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan 
kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan kekuatan dirinya, sehingga dapat 
melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri. 
Pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, 
bahwa masyarakat juga harus diberi kesempatan dalam proses pengambilan 
keputusan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memelihara 
keberlanjutan kegiatan dan dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka apa 
yang telah diputuskan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada 
masyarakat semestinya memberikan kesempatan kepada setiap anggota 
masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan 
mendapatkan kesempatan yang sama dan menikamati hasil pembangunan 
tersebut. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang 
dan akses yang sama. Konsekuensinya, masyarakat harus berdaya untuk 
berperan serta dalam pembangunan. Maka adalah sebuah keharusan memulai 
konsep pembangunan tersebut dengan apa yang dinamakan dengan 
pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang 
berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih 
komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan (sustainable).  
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Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan 
stakeholdes lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program, 
melaksanaan, dan mengawasi. Menciptakan masyarakat berdaya menuju 
masyarakat mandiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
swasta maupun mayarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi dan 
seimbang. Ide dasar kemitraan tersebut dimunculkan sebagai kritik pendekatan 
pembangunan yang bersifat top-down, yang kemudian memposisikan pemerintah 
sebagai aktor dominan, dan membiarkan sikap ke-acuh-tak acuhan pihak swasta 
terhadap proses pemberdayaan kaum lemah. (Sulistiyani, 2004:193) 
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa 
masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi 
merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep 
demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai 
berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ;  
 Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut 
pemihakan.Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, 
dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan 
sesuai kebutuhannya.  
 Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan 
dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan 
masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar 
bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali 
kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan 
kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, 
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melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya 
peningkatan diri dan ekonominya.  
 Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-
sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah 
yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika 
penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini 
paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. 
 
2. Tujuan Pemberdayaan 
Menurut Jamasy (2004 : 42) dalam analisis kritisnya menyatakan bahwa 
pemberdayaan yang merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan 
masalah kemiskinan memiliki tujuan : 
1. Menekankan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila 
berhadapan dengan struktur sosial politis. 
2. Memutuskan hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang 
miskin perlu dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. 
3. Tertanam rasa persamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa 
kemiskinan bukan merupakan takdir, tetapi sebagai penjelmaan konstruksi 
sosial. 
4. Merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat 
miskin secara penuh.  
5. Pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. 
6. Distribusi infrastruktur yang lebih merata. 
Menurut Kartasasmita (1996 : 159), langkah pemberdayaan masyarakat  
sebagai berikut : 
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1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan 
potensi yang dimiliki untuk mengembangkan usahanya. 
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) 
dengan diadakannya program untuk menggali potensi yang ada dalam 
masyarakat. 
3. Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi (protecting) dengan 
adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi 
masyarakat yang lemah. 
Adapun upaya pemberdayaan, menurut Mashoed (2004 : 44), dilihat dari 
profil kemiskinan (proverty profile) masyarakat, terdapat beberapa masalah 
kemiskinan yang menjadi perhatian, diantaranya : 
1) Masalah kemiskinan tidak hanya masalah kesejahteraan (welfer) akan tetapi 
juga masalah kerentanan.  
2) Masalah kemiskinan adalah masalah ketidakberdayaan (powerlessness) 
karena masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk 
mengaktualisasikan diri, tidak mendapat kesempatan untuk ikut menentukan 
keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat tidak berdaya 
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
3) Masalah kemiskinan adalah masalah tertutupnya akses masyarakat 
terhadap peluang kerja.  
4) Masalah kemiskinan dapat terwujud dalam bentuk rendahnya akses 
masyarakat pada pasar lantaran aksesibilitas yang rendah dan karena 
kondisi alam yang miskin. 
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5) Masalah kemiskinan yang teridentifikasi karena penghasilan masyarakat 
sebagian besar di habiskan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan 
dalam kuantitas dan kualitas yang terbatas, sehingga produktivitas mereka 
menjadi rendah. 
Masalah kemiskinan juga ditandai dengan tingginya depency ratio karena 
besarnya anggota keluarga sehingga berpengaruh terhadap kemampuan untuk 
membiayai pendidikan dan kesehatan. 
Selain itu, pemberdayaan biasanya dilakukan dengan melalui proses 
kemitraan. Kemitraan merupakan suatu upaya kolaboratif yang terus menerus 
guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama di antara dua 
atau lebih pihak (komponen) yang saling terkait dan bekerjasama sebagai mitra 
dan sebagai perwujudan usaha bersama dan dengan adanya komitmen 
bersama. Kemitraan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
1) Terdapat dua atau lebih pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah, 
swasta dan masyarakat;  
2) Keduanya bekerjasama sebabagai mitra, dalam hal ini tidak ada yang 
sifatnya membawahi pihak lain;  
3) Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai;  
4) Setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri;  
5) Setiap pihak memberikan input berupa finansial, teknologi, pengetahuan 
atau sumber lainnya dalam sebuah proses pembelajaran. 
Pola kemitraan tersebut memerlukan upaya yang efektif untuk mencapai 
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan/ditentukan sebelumnya. Konsep dan 
pengertian kemitraan yang dimaksudkan adalah keterkaitan dan keterlibatan 
pihak pemerintah, masyarakat, swasta atau kelompok peduli lainnya untuk ikut 
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melakukan pelayanan urusan publik, ikut melayani tugas-tugas pelayanan yang 
biasa dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Peran Pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi (fasilitator) 
terhadap pelaksanaan pembangunan. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan 
politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun batasan-
batasan normatif lain. Disamping itu fasilitasi dapat berupa tenaga ahli, 
pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil dan lain-lain. (Sulistiyani, 
2004:94-96). 
Menurut Sulistiyani (2004:130-132) bentuk lain dari kemitraan adalah 
bertolak dari pemahaman akan dunia organisma, baik yang bersel satu yang 
tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat, maka kemitraan dibedakan 
menjadi: 
1. Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara 
dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama 
secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu 
memahami secara benar akan makna sebuah pesekutuan yang dilakukan, 
dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang 
unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih 
sama-sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak 
yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan 
manfaatnya apa. 
2. Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih 
yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu 
untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga 
akan dapat mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman 
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akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih 
yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat 
saling silang antara pihak-pihak yang berkerjasama dapat diperoleh, 
sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, 
dan sekaligus menunjang satu dengan lain. Pemikiran kemitraan demikian ini 
diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan 
burung dalam kehidupan binatang. 
3. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan  
“paramecium”. Dan paramecium melakukan konjugasi (penggabungan) untuk 
mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya 
dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka 
organisasi, agen-agen, kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan 
di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat 
melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat 
melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-
masing. 
Bentuk kemitraan yang dikembangkan berdasarkan atas azas kehidupan 
organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas 
fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup: 
1. Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan 
secara subordinatif atau kemudian disebut subordinative union of partnership. 
Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki 
status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. 
Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berbeda dalam satu garis 
lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan 
30 
 
atas-bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikain ini mengakibatkan 
tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang. 
2. Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau 
garis lurus, selanjutnya disebut dengan linear union of partnership. Dengan 
demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah 
organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. 
Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran/volume usaha 
atau organisasi, status atau legalitas. 
3. Kemitraan dengan kerjasama secara linear selajutnya disebut dengan linear 
collaborative of partnership. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan 
besaran atau volume, status/legalitas, atau kekautan para pihak yang 
bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-visi yang saling mengisi 
satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, 
yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.  
Menurut Setiawan (2002) secara umum terdapat empat bentuk kemitraan 
lain yaitu: 
1. Contributory Partnership atau kemitraan melalui kontribusi. Yaitu suatu 
kesepakatan yang mana sebuah organisasi swasta atau publik menyetujui 
memberikan sponsor atau dukungan, umumnya berupa dana, untuk 
beberapa kegiatan yang akan mempunyai sedikit atau sama sekali efek 
terhadap proses partisipasi. Sementara kontribusi dana selalu merupakan hal 
yang esensial bagi suksesnya kegiatan. 
2. Operational Partnership atau kemitraan operasional. Merupakan jenis 
kemitraan dengan peserta atau mitra melakukan pembagian kerja, tidak 
hanya dalam pengambilan keputusan. Di sini penekananya untuk mencapai 
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kesepakatan atas tujuan yang diinginkan bersama, kemudian bekerjasama 
untuk mencapainya. Kerjasama ini dapat begitu tinggi, yang mana peserta 
saling berbagi sumber daya bukan uang dalam jumlah besar. Kekuasaan 
utama masih dipegang oleh peserta yang mempunyai sumber dana dan ini 
biasanya dipegang oleh lembaga-lembaga pemerintah 
3. Consultative Partnership. Yaitu bentuk kemitraan di mana instansi yang 
bertugas mengelola sumber daya atau lingkungan secara aktif mencari 
masukan dari perseorangan, kelompok serta organisasi lain di luar 
pemerintah. Mekanismenya biasanya melalui pembentukan komite, yang 
dirancang terutama untuk memberikan saran pada instansi publik tentang isu 
atau kebijakan khusus. Kontrol jelas masih dipegang instansi publik yang 
mempunyai kebebasan untuk memilih saran yang diberikan. Walaupun 
demikian kemitraan karena instansi publik mengetahui harga politis yang 
harus dibayarkan dengan tidak diapakainya saran publik yang mereka 
kumpulkan. 
4. Collaborative Partnership. Dalam kemitraan ini terjadi pembagian kekuasaan 
dalam pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Tujuannya untuk 
mencapai tujuan yang diterima oleh semua pihak, yang mana informasi, dana 
dan tenaga saling dipertukarkan. Ini merupakan satu-satunya bentuk 
kemitraan yang mana setiap peserta mempunyai otonomi. Lebih khusus lagi, 
dalam bentuk ini instansi pemerintah memberikan beberapa kekuasaannya 
kepada organsasi di luar pemerintah. Umumnya pelimpahan ini tidak disertai 
tanggungjawab, yang tetap secara formal dipegang oleh instansi pemerintah. 
Dalam bentuknya yang terbaik, keputusan dicapai melalui consensus 
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Maka pemberdayaan merupakan suatu proses utnuk menjadikan orang 
menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan 
masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan 
sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. 
Pemberdayaan memungkinkan orang membuat keputusan lebih besar dan 
lebih banyak tanpa harus mengacu pada seseorang yang lebih senior. Orang 
bersedia menerima tanggung jawab melebihi tugasnya sendiri dan memberi 
kontribusi sehingga membuat organisasi bekerja lebih baik. Memberdayakan 
orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi yang biasanya 
hanya melakukan apa yang disuruh, ke dalam posisi lain yang memberiikan 
kesempatan untuk lebih bertanggung jawab. 
Membedayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat 
dalam pengambilan keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan 
mereka. Hal itu berarti memberi mereka kesempatan menunjukkan bahwa 
mereka dapat memberikan gagasan baik dan bahwa mereka mempunyai 
keterampilan menempatkan gagasan  dalam praktik. Pemberdayaan berkaitan 
denga pendistribusian tanggung jawab. 
Maka yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah konsep dari 
Pranaka dan Priyono, yakni pemberdayaan melalui tiga fase, fase inisial, fase 
partisipatoris, dan fase emansipatoris. 
 
C. Landasan Hukum 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menegah memiliki landasan hukum 
berupa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI 
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masing-masing. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian dengan dasar hukum pasal 33 ayat 1 Undang-undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terdiri atas  11 bab dan 44 pasal 
yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, prinsip 
dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan 
usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian 
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sanksi administratif dan 
ketentuan pidana, ketentuan penutup. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pikir  ialah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek 
permasalahan. Kerangka konsep disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan 
hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran ini melihat strategi Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan 
Koperasi Pertanian. Selain itu juga  mengacu pada konsep Pranaka dan 
Priyono tentang tiga fase yang harus dilakukan dalam memberdayakan 
masyarakat atau kelompok. 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdangangan Kabupaten 
Sidenreng Rappang menentukan isu strategis pemberdayaan usaha kecil 
menengah, dalam hal ini Koperasi Pertanian dengan mengacu pada Analisis 
SWOT dari  Koperasi Pertanian itu sendiri, kemudian setelah itu pemerintah 
menggunakan konsep Pranaka dan Priyono dalam merumuskan strategi 
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pemberdayaan koperasi pertanian dengan berlandaskan dari Undang-undang 
dan Tupoksi yang ada. 
Menurut Pranaka dan Priyono  (1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) 
fase, yaitu fase inisial, fase partisipatoris, dan fase emansipatoris. Pada fase 
inisial, semua proses pembedayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah 
dan diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat bersifat pasif, 
melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada 
pemerintah. Pada fase partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari 
pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan 
diperuntukan bagi masyarakat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara 
aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika 
fase emansipatoris, proses pemberdayaan berasal dari masyarakat, oleh 
masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan oleh pemerintah. Pada 
fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat 
melakukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam 
mengaktualisasikan diri. 
Pemberdayaan (empowerment) pada dasarnya mengacu pada usaha 
menumbuhkan keinginan kepada seseorang dan pemberian peluang serta 
kesempatan bagi bawahan untuk mengaktualisasikan diri, meningkatkan potensi 
dan kemampuan yang dimiliki, serta memberikan pengalaman psikologis yang 
membuat seseorang merasa berdaya.  
Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan 
stakeholdes lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program, 
melaksanaan, dan mengawasi. Menciptakan masyarakat berdaya menuju 
masyarakat mandiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
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swasta maupun mayarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi dan 
seimbang. Ide dasar kemitraan tersebut dimunculkan sebagai kritik pendekatan 
pembangunan yang bersifat top-down, yang kemudian memposisikan pemerintah 
sebagai aktor dominan, dan membiarkan sikap ke-acuh-tak acuhan pihak swasta 
terhadap proses pemberdayaan kaum lemah.Pemberdayaan masyarakat 
seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, bahwa masyarakat juga harus diberi 
kesempatan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap identifikasi, 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sehingga 
masyarakat dapat memelihara keberlanjutan kegiatan dan dapat 
mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang telah diputuskan bersama.  
Ketika telah menerapkan konsep dari Pranaka dan Priyono, maka Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan akan mengambil langkah 
yang tepat untuk memberdayakan setiap Koperasi pertanian khususnya, Usaha 
Kecil Menengah pada umumnya secara optimal.. 
Adapun yang menjadi gambaran dari kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada  gambar 2.2 sebagai berikut : 
Gambar 2. 2 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
Pemberdayaan 
Koperasi 
Pertanian 
Strategi Dinas 
Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan 
Perdangangan dalam 
memberdayakan 
koperasi pertanian 
Konsep Pranaka dan 
Priyono, tiga fase dalam 
pemberdayaan : 
1) Fase inisial; 
2) Fase partisipatoris; 
3) Fase emansipatoris. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan 
kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap 
variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, peneliti belum 
memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Peneliti akan 
mengajukan what untuk menggali informasi yang lebih jauh. Sifat dari penelitian 
ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka , dan semua sumber dianggap penting 
sebagai sumber informasi. 
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitan sesuai dengan judul penelitian 
dan sangat relevan dengan permasalahan yang diajukan adalah Dinas Koperasi 
dan Usaha Kecil menengah dan beberapa Koperasi Pertanian di Sidrap. 
Sedangkan waktu penelitian dan penyusunan laporan akhir diperkiran menyita 
waktu kurang lebih selama dua bulan. 
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C. Tipe dan Dasar Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
Deskriptif, Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan 
atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk 
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Sedangkan dasar penelitiannya 
adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-
pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah 
penelitian. 
Dasar penelitian adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang berusaha 
untuk memusatkan penelitian secara intensif mengenai perumusan strategi 
pemberdayaan usaha kecil menengah, terutama Koperasi Pertanian di Sidrap. 
 
D.  Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga 
tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman 
dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan 
penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya 
ilmiah ini. 
Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pemikiran. Adapun 
dalam penelitian ilmiah ini, strategi pemberdayaan akan ditentukan dengan 
pendekatan sasaran/tujuan dan berangkat dari pemikiran yang dikemukanan 
oleh Pranaka dan Priyono. 
Sasaran dan tujuan dari penelitian ini adalah dengan melihat kondisi saat 
ini, dan kondisi di masa lalu dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Selain 
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itu juga mengacu pada konsep dari Pranaka dan Priyono yang memamparkan 
tentang tiga fase yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat atau 
kelompok. Ketiga fase itu adalah : 
1. Fase Inisial : Proses pada tahap inisial adalah berasal dari pemerintah, 
oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Peran pemerintah pada 
tahap inisial sangat terasa, terutama dalam memberikan pelatihan, 
penyuluhan dan bantuan kepada para pengusaha. Pemerintah dalam hal 
ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang 
bertanggung jawab dalam memberdayakan Koperasi-koperasi yang ada. 
Adapun yang menjadi indikator dalam proses pemberdayaan pada 
tahapan ini, yaitu :  
 Pelatihan  
Pelatihan adalah investasi organisasi yang penting dalam sumber daya 
manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk 
mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga 
mereka akan segera menggunakannya dalam pekerjaan. Pada 
dasarnya pelatihan dilakukan karena adanya kesenjangan antara 
keterampilan yang dimiliki pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan  
untuk menempati posisi baru. 
 Penyuluhan 
Penyluhan adalah penyampaian informasi kepada pekerja atau 
masyarakat terkait dengan program kerja baru atau mengenai fasilitas 
baru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program 
atau tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan fasilitas. 
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 Kebijakan  
Ultimatum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk 
mengatur program kerja dari tiap divisi atau organisasi dibawahnya 
agar tidak bertentangan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. 
kebijakan ini bisa berupa bantuan modal, kelengkapan sarana dan 
prasarana. 
2. Fase Partisipatoris : Pada   tahap   partisipatoris,  proses   pemberdayaan   
pada dasarnya dari pemerintah bersama rakyat dan diperuntukkan bagi 
rakyat. Pada tahap ini peran pemerintah semakin dikurangi dengan 
melibatkan masyarakat secara aktif guna menuju kemandirian. Para 
anggota koperasi diikutsertakan dalam memecahkan kendala-kendala 
yang dihadapi. Fase ini baru bisa dilaksanakan ketika fase pertama telah 
menampakkan hasil yang sesuai dengan harapan.  Adapun yang menjadi 
indikator dalam fase ini adalah : 
 Keterlibatan masyarakat dalam setiap program 
Keaktifan masyarakat ketika ada program yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, agar bisa diketahui sejauh mana hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat, saling mendukung atau saling 
menjatuhkan. 
 Antusias masyarakat dalam mengembangkan koperasi pertanian 
Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan koperasi pertanian 
sangat dibutuhkan karena ketika masyarakat sudah bertindak acuh tak 
acuh maka koperasi pertanian akan dipertanyakan nasib ke depannya. 
Masyarakat bisa memberika usulan atau pendapat mereka kepada 
pemerintah guna untuk mengembangkan koperasi pertanian. Selain 
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memberi pendapat, masyarakat juga diharapkan dapat menemukan 
solusi dari setiap kendala yang menghambat perkembangan koperasi 
pertanian. 
3. Fase Emansipatoris : Pada tahap ini masyarakat telah berdaya dan 
mempunyai kemampuan dalam dirinya untuk mengembangkan 
koperasi mereka sendiri. Oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan 
oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan harus 
disesuaikan dengan kondisi mereka. Untuk memberdayakan  koperas 
pertanian ini perlu adanya dukungan, perlindungan dan 
pengembangan sepenuhnya dan seluas-luasnya dari Dinas terkait. 
Kondisi dari koperasi pertanian saat ini belum bisa menggunakan fase 
ini, karena kebanyakan dari koperasi yang ada masih belum 
menemukan kemampuannya untuk untuk memberdayakan 
koperasinya sendiri dilihat dari banyaknya koperasi yang sudah tidak 
aktif. Koperasi yang kreatif adalah koperasi yang mampu 
mempertahankan dirinya sendiri meski tanpa tekanan dari Dinas 
Koperasi,UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Koperasi bisa 
menciptakan memunculkan ide-ide kreatif yang tidak pernah dipikirkan 
oleh Dinas terkait. Oleh karena itu, Dinas Koperasi harus selalu 
memberi dukungan kepada koperasi-koperasi yang menggunakan fase 
ini. Adapun yang menjadi indikator dalam fase ini adalah : 
 Asset 
Asset merupakan sesuatu yang dimiliki oleh koperasi guna untuk 
mengembangkan koperasi mereka. 
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 Volume Usaha 
Volume usaha merupakan biba usaha yang dipakai dari pengadaan 
atau pengorbanan utnuk menjalankan usaha yang dikelola. 
 Sisa Hasil Usaha 
Sisa hasil usaha merupakan salah satu bukti bahwa koperasi tersebut 
berkembang karena sisa hasil usaha ini akan dibagikan kepada 
anggota koperasi mereka 
Setelah melakukan wawancara terkait dengan 3 (tiga) fase di atas, maka 
dapat dilihat bagaimana strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan 
Perdangangan dalam memberdayakan koperasi pertanian. Melihat kenyataan 
yang ada bahwa dari jumlah keseluruhan koperasi pertanian di Sidrap, 2/3 dari 
koperasi pertanian itu yang sudah di tidak aktif lagi. Dengan melakukan 
wawancara berdasar dari konsep Pranaka dan Priyono maka dapat dilihat 
dengan jelas bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdangangan belum optimal ditinjau dari beberapa aspek 
seperti pelatihan, penyuluhan, sumber modal, kegiatan koperasi, dan lain-lain. 
 
E.  Narasumber atau Informan 
Informan dari penelitian ini adalah : 
a. Kepala Dinas Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 
b. Kepala Bagian Koperasi di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah. 
c. Badan pengawas Koperasi 
d. Ketua atau pengurus Koperasi Pertanian, baik yang masih aktif maupun 
yang sudah tidak aktif. 
42 
 
e. Anggota Koperasi Pertanian, baik pada koperasi yang masih aktif 
maupunyang sudah tidak aktif. 
Informan ini dipilih karena mereka mengetahui jelas perumusan strategi 
guna mencapai tujuan pemberdayaan koperasi pertanian. 
 
F. Sumber Data 
1. Data primer : data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu 
melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan 
menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi 
langsung. 
2. Data sekunder : data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang 
berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang tersedia antara 
lain : 
 Kepustakaan, yaitu dengan mencari buku-buku, literatul, dan artikel 
yang berhubungan dengan objek dan permasalahan penelitian. 
 Dokumen, berupa Undang-Undang dan peraturan daerah. 
 Laporan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. 
 
G.  Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menetapkan cara-cara yang dipilih dalam 
memperoleh data atau bukti sesuai denga yang dikemukakan Robert, K. Yin, 
2006, yaitu : 
1. Wawancara : mengajukan serangkaian pertanyaan terhadap informan yang 
dianggap mengetahui informasi yang relevan sesuai dengan masalah yang 
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diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukakan wawancara dengan 
mendatangi langsung informan dan mencatat hasil dari wawancara tersebut. 
f. Obeservasi langsung : kegiatan pengamatan langsung di lapangan untuk 
memperoleh informasi dan keterangan yang relevan. Penulis melakukan 
observasi langsung dengan mengunjungi dinas koperasi dan usaha kecil 
menengah kabupaten Sidrap dan beberapa Koperasi, baik yang masih aktif 
maupunyang sudah tidak aktif. 
2. Analisis dokumen : menganalisis dokumen-dokumen sebagai berikut : surat, 
agenda, dokumen administratif, laporan-laporan penelitian, artikel yang 
muncul di media massa berguna sebagai data. Agar mendapat data yang 
lebih banyak maka penulis melakukan telaah dokumen dengan mengunjungi 
website kabupaten sidrap yang berhubungan dengan usaha kecil menengah 
dan membaca arsip dari dinas koperasi dan usaha kecil menengah. 
3. Observasi : pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang 
diteliti  terkait dengan Koperasi Pertanian. 
4. Studi Dokumen : cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana 
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karya 
tulis ilmiah. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai 
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara 
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analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil 
wawancara dari informan. Dalam melakukan análisis data peneliti mengacu pada 
beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain: 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data 
yang diharapkan. 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan 33  transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang  dianggap sesuai 
dengan masalah yang menjadi pusat penelitian dilapangan.  
Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan dilakukan 
secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun  2010  , tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 
Keberadaan  Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi 
masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang Industri 
serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional terutama 
yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan 
sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi di 
perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif 
bagi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu dukungan terhadap 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk pembinaan dan 
pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. No. 32 Tahun 
2004 kepada pemerintah. 
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2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Pedoman susunan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum 
dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan Perdagangan sbb: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretaris 
 Sub Bagian Perencanaan 
 Sub Bagian Keuangan 
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3. Bidang Koperasi 
 Seksi Perkoperasian 
 Seksi Fasilitasi Permodalan 
 Seksi Kelembagaan Usaha Koperasi 
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) 
 Seksi Usaha Perekonomian 
 Seksi Pembinaan UMKM 
 Seksi Verifikasi 
5. Bidang Perindustrian 
 Seksi Pengembangan Sarana Industri 
 Seksi Pengembangan Usaha Industri 
 Seksi Pengembangan Produksi 
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6. Bidang Perdagangan 
 Seksi Pengembangan Sarana dan Usaha Perdagangan 
 Seksi Pendaftaran Perusahaan 
 Seksi Perlindungan Konsumen 
7. UPT Dinas; 
8. Kelompok Jabatan Fungsional 
Adapun yang menjadi sumber daya dalam Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan merupakan pegawai dan tenaga sosial.  Sumber 
daya manusia  (SDM) sangatalah penting dalam menunjang kinerja organisasi. 
Di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki 35 
orang pegawai dan 15 orang tenaga sosial. Jenjang pendidikan terakhir dari 
pegawai berkisar dari D III – S2,sedangkan tenaga sosial dari D III – S1. 
Kemudian lama bekerja dari pegawai rata-rata bekerja dari 1-26 tahun, 
sedangkan lama bekerja dari tenaga sosial rata-rata dari 1-7 tahun. 
Untuk lebih jelasnyaa dapat kita lihat dari tabel 4.1 berikut ini : 
Tabel 4.1 
Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Bidang 
Pendidikan Terakhir 
Lama Bekerja 
(Tahun) 
Jumlah (orang) 
Pegawai 
Tenaga 
Sosial 
Pegawai 
Tenaga 
Sosial 
Pegawai 
Tenaga 
Sosial 
Sekretaris S1 / S2 D III/S1 1-30 1-5 4 4 
Koperasi D III / S1 D III/S1 5-26 1-2 4 2 
UMKM D III / S1 D III/S1 7-20 1-5 4 2 
Perindustrian D III / S1 D III/S1 2-19 1-7 4 3 
Perdagangan D III / S1 D III/S1 4-15 1-5 4 2 
Jabatan 
Fungsional 
DIII / S1 D III/S1 5-20 1-5 15 2 
TOTAL 35 15 
Sumber : Arsip Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, dan 
Perdagangan. 2012. 
48 
 
3. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan Perdagangan 
Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 
rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 
2012, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang 
ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencakup 
visi, misi, tujuan, sasaran Koperasi,  UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.  
Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam tiap tahunnya tertuang dalam Formulir Rencana Kinerja 
Tahunan yang merupakan lampiran dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng 
Rappang tahun 2012 ini yang intinya Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, 
Usaha Mikro,dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri Kecil serta 
Pengembangan Sarana Perdagangan sehingga terwujudnya koperasi yang 
berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan UMKM dan Industri yang tangguh 
dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan berakar dalam 
masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang 
bertumpu pada mekanisme pasar. 
Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan 
tolok ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembinaan dan 
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pengembangan koperasi, UMKM, Industri serta pengembangan usaha 
perdagangan dalam Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Di samping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu 
Pembinaan/Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri 
serta pengembangan usaha perdagangan agar lebih terarah dan menjamin 
tercapainya sasaran strategis. Bagi manajemen Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Renstra 
dipandang sebagai : 
 Alat bantu bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan . 
 Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng 
Rappang untuk mengantisipasi tantangan perkoperasian dan perekonomian 
yang dihadapi. 
 Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses 
pencapaian sasaran yang ditetapkan. 
Renstra sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan 
program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan 
tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal 
didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran stratejik serta strategi 
pencapaiannya (kebijakan dan program).  
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4. Visi, Misi, dan Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan 
a. Visi 
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi 
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, 
antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang 
menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin 
diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan 
tersebut, visi : 
Gambar 4. 1 
Visi Dinas Koperasi, UMKM, Perindusrtian dan Perdagangan 
 
 
 
b. Misi 
 
 
Sumber : LAKIP Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdangangan. 
b. Misi  
 
b. Misi 
Untuk memenuhi visi tersebut, mencanangkan misi. Misi adalah suatu yang 
harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan 
organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. 
Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan 
pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Koperasi, UMKM, 
 
MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI WADAH 
PENGEMBANGAN UMKM YANG MENDUKUNG AGRO 
INDUSTRI DAN AGRO BISNIS YANG MANDIRI, HANDAL 
DAN TANGGUH 
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Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dan 
mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. 
Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 
 Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan 
dan sumber daya manusia koperasi dan ukm. 
 Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dan ukm. 
 Melaksanakan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan 
produktivitas bagi koperasi dan ukm. 
 Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi 
usaha koperasi dan ukm. 
 Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan koperasi dan 
ukm. 
 Terwujudnya koperasi dan ukm yang mandiri. 
 Mewujudkan industri sebagai basis pengembangan industri yang 
mendukung agro industri yang mandiri dan berbudaya. 
 Mewujudkan perdagangan sebagai basis pengembangan industri yang 
mendukung agro bisnis yang mandiri dan berbudaya. 
c. Tujuan / sasaran 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Sidenreng Rappang telah  menetapkan tujuan stratejik berdasarkan visi, misi 
dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng 
Rappang yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan 
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strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah 
ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan  
sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Tujuan 1 
Peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, 
usaha kecil dan usaha menengah.  
Sasaran 1 Untuk mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan 
kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri, menjadi 
kekuatan ekonomi masyarakat dan berakar dalam masyarakat 
Tujuan 2 Meningkatkan jaringan usaha dan kemitraan 
Sasaran 2 -  Koperasi membentuk jaringan secara vertikal maupun   
horizontal  
-  Membentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan 
Tujuan 3 Meningkatkan pembiayaan dan pengawasan 
Sasaran 3  Mendapatkan bantuan modal kerja dari perbankan, non bank, 
APBN, APBD dan sumber lain yang sah. 
Tujuan 4 
Peningkatan pembinaan dan pengembangan industri kecil 
menengah dan industri manufacture yang efektif, efisien dan 
produktif serta berdaya saing tinggi 
Sasaran 4 -  Pembinaan dan Pengembangan Industri kecil dan menengah 
-  Peningkatan kemampuan teknologi industri 
Tujuan 5 
Peningkatan efisiensi perdagangan,perlindungan konsumen dan 
pengamanan perdagangan 
Sasaran 5 -  Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan 
usaha,pengembangan pasar dan distribusi 
barang/produk,operasi pasar.  
-  Pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan 
terhadap konsumnen dan pengamanan perdagangan 
Sumber : LAKIP Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdangangan. 
2012 
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5. Cara Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan 
 
a. Strategi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara 
konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang 
diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, 
tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran 
merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategis.  
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan 
terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. 
Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati 
oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan 
petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun 
masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya 
mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah 
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran 
tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan 
dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan. 
b. Kebijakan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan  
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petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam 
pelaksanaan  program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan 
adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang 
cocok. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 
 Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM. 
 Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. 
 Penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitas 
bagi Koperasi dan UMKM. 
 Pengembangan produksi bagi usaha Koperasi dan UMKM.  
 Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi, 
UMKM dan Industri. 
 Mewujudkan pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah 
dan Industri manufacture yang efektif, efisien dan produktif serta 
berdaya saing tinggi. 
 Mewujudkan peningkatan iklim berusaha dan penyerapan tenaga kerja 
bidang agro Industri dan agrobisnis. 
 Mewujudkan peningkatan investasi daerah dan perluasan segmen pasar 
bagi produk agro Industri dan agro bisnis. 
c. Program Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi 
organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang 
diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan 
jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan. 
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Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 
1. Pelayanan administrasi perkantoran. 
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.  
4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 
5. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 
6. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 
7. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 
8. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 
9. Peningkatan kemampuan teknologi industri. 
 
6. Rencana Kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan 
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis maka disusun 
suatu Rencana Kinerja Tahunan. Rencana kinerja tersebut merupakan 
penjabaran target kinerja yang akan dicapai dalam satu periode pelaksanaan.  
Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator 
kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan 
merupakan pembanding dalam mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan 
organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. 
Rencana kinerja tahun 2012 merupakan komitmen seluruh       
program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
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untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya 
memenuhi misi organisasi. Rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan 
sesuai yang dituangkan dalam DPA Tahun 2013 telah mencerminkan indikator 
dan rencana kinerja yang akan dicapai.  Dengan demikian, seluruh proses 
kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemeliharaan peralatan kantor, 
pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan pengembangan koperasi, UMKM 
dan Industri serta sarana usaha perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang  
diharapkan dapat berjalan dengan baik.  
 
7. Program Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan selama Tahun 2012 
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan 
Urusan Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Peradagangan di Kabupaten 
Sidenreng Rappang pada Tahun 2012 mencapai 87,51% (fisik). Alokasi 
anggaran sebesar Rp.765.371.000,-  dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 
669.793.149,-. Industri Pencapaian program dan kegiatan dalam 
penyelenggaraan Urusan Perindustrian di Kabupaten Sidenreng Rappang pada 
Tahun 2012, terealisasi mencapai 55,22% (fisik). Dan alokasi anggaran sebesar 
Rp. 573.028.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 316.422.402,-. 
Adapun program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, 
UMKM, Perindusrtrian, dan Perdagangan oleh Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindusrtrian, dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 
2012, yaitu :  
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a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah, alokasi anggaran Rp.53.295.000,- dengan realisasi 99,70% 
atau Rp. 53.133.000,- dengan kegiatan :  
 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahan;  
 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD. 
b) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil 
Menengah, alokasi anggaran Rp. 113.991.000 dengan realisasi Rp. 
106.797.000,- dengan kegiatan : 
 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha 
mikro kecil menengah; 
 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;  
 Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah;  
 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah;  
 Monitoring , evaluasi dan pelaporan. 
 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dilaksanakan 
dengan kegiatan : 
 Koordinasi pelaksanaan dan program pembangunan koperasi;  
 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi;  
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan;  
 Operasional penagihan dana PEK kepada koperasi;  
 Operasional pemberian pinjaman kredit koperasi;  
 Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;  
 Penilaian klasifikasi koperasi 
.  
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c) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, 
dilaksanakan dengan kegiatan : 
 Bimbingan dan pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi;  
 Penyuluhan perkoperasian;  
 Pelatihan organisasi dan manajemen koperasi bagi pengurus koperasi. 
d) Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan, dilaksanakan dengan 
kegiatan; Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- undangan. Jumlah 
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2012 
sebanyak 10.760 unit. Sementara, jumlah seluruh UKM sampai akhir Tahun 
2012 sebanyak 35.000 unit. Jadi, %tase Usaha Mikro dan Kecil, mencapai 
30,74%. 
e) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan 
melalui kegiatan: 
 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan cluster industri; 
 Pemberian fasilitas akses perbankan bagi IKM;  
 Pelatihan keterampilan dan teknologi industri kecil kerajinan;  
 Pelatihan disertifikasi produk ikan gabus;  
 Pemberdayaan IKM dalam memperkuat ekonomi kemasyarakatan;  
 Koordinasi pembinaan dan pengembangan IKM.  
f) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan 
melalui kegiatan; Pembinaan kemampuan teknologi industri. persentase 
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2012 
sebesar 1,64 %, sebanyak 62 dengan perincian; Tahun 2010, sebanyak 
3.771 Unit dan Tahun 2010, sebanyak 3.833 Unit. 
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g) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan lainnya, 
yang dilaksanakan melalui kegiatan :  
 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;  
 Sosialisasi masalah perlindungan konsumen;  
 Perlindungan konsumen dan perdagangan lainnya. 
h) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, yang 
dilaksanakan melalui kegiatan:  
 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha;  
 Pengembangan pemasaran dan distribusi barang/produk;  
 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;  
 Pembangunan pasar Desa. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam 
penyelenggaraan Urusan Perdagangan di Kabupaten Sidenreng 
Rappang pada Tahun 2012 alokasi anggaran sebesar Rp. 
1.697.040.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 928.179.525,- 
atau 54,69 % (fisik). 
 
8. Koperasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang 
a. Kondisi Koperasi di Kab. Sidrap 
Jenis koperasi di kabupaten Sidenreng Rappang ada 20 jenis koperasi, 
terdapat 157 unit koperasi yang masih aktif dari 352 unit yang terdaftar di 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Koperasi yang 
sudah tidak aktif sudah mencapai ½ (seperdua) jumlah koperasi yang ada, 
yaitu 195 unit koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
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Tabel 4.3 
Data keragaan koperasi di kabupaten sidenreng rappang 
 
Jenis Koperasi 
Jumlah Unit Koperasi 
Aktif Tidak Aktif Total 
Koperasi Unit Desa 10 5 15 
Koperasi Pegawai 32 14 46 
Koperasi TNI POLRI 1 1 2 
Koperasi karyawan 5 3 8 
Koperasi Purnabhakti 3 3 6 
Koperasi Simpan Pinjam 6 4 10 
Koperasi Angkutan Darat − 3 3 
Koperasi Pasar 1 2 3 
Koperasi Pemuda − 1 1 
Koperasi Inkra − 4 4 
Koperasi Profesi − 2 2 
Koperasi Wanita 25 3 28 
Koperasi Pondok Pesantren 6 2 8 
Koperasi Peternak − 2 2 
Koperasi Serba Usaha 16 85 101 
Koperasi Perkebunan 1 9 10 
Koperasi Pertanian 27 44 71 
Koperasi Lainnya 20 7 27 
Koperasi Syariah 3 − 3 
Koperasi Sekunder 1 1 2 
T O T A L 157 195 352 
Sumber : Arsip Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, dan 
Perdagangan. 2012. 
 
Dengan melihat tabel 4.3 maka dapat disimpulkan bahwa keadaan 
koperasi di kabupaten Sidrap memang sangat memprihatinkan. Dibutuhkan 
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pemikiran yang matang untuk mengaktifkan kembali koperasi yang ada atau 
membubarkan koperasi yang lama kemudian membentuk koperasi baru. 
b. Jumlah Sumber daya 
Anggota merupakan unsur terpenting dari koperasi, karena anggota 
berpengaruh besar dalam perkembangan koperasi. Berkembang tidaknya usaha 
koperasi ditentukan oleh partisipasi aktif dari anggota. Selain itu, anggota 
koperasi juga sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan koperasi 
untuk pengembangannya.banyaknya jumlah yang dimiliki oleh setiap unit 
koperasi tidak mempengaruhi kualitasdari koperasi. Koperasi yang mampu 
bertahan dna berkembang memiliki anggota yang berkualitas, bukan anggota 
yang banyak. Anggota yang berkualitas akan memiliki ide cemerlang yang 
dikemukakan dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi agenda 
rutin dari koperasi.  
Adapun tentang karyawan, karyawan yang dimiliki oleh Koperasi adalah 
pengurus tetap yang harus tahu-menahu kondisi dari koperasi mereka sendiri. 
sumber daya dari koperasi dapat melakukan agenda RAT (Rapat Anggota 
Tahunan) rutin untuk melihat perkembangan dari koperasi mereka, dengan 
adanya RAT maka kelemahan dari koperasi dapat segera dilengkapi dan 
kekuatan dari koperasi dapat lebih dikembangkan agar koperasi bisa lebih 
berkembang. 
Berikut disajikan tabel mengenai data sumber daya yang dimiliki oleh Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. 
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Tabel 4.4 
Data sumber daya Koperasi di Kabupaten Sidrap 
 
Jenis Koperasi 
RAT Koperasi 
(unit) 
Jumlah Anggota 
(Orang) 
Jumlah Karyawan 
(Orang) 
Koperasi Unit Desa 3 19.574 31 
Koperasi Pegawai 26 6.025 49 
Koperasi TNI POLRI 1 478 1 
Koperasi karyawan 1 529 7 
Koperasi Purnabhakti 1 601 6 
Koperasi Simpan Pinjam 2 216 20 
Koperasi Angkutan Darat − 68 3 
Koperasi Pasar 1 240 5 
Koperasi Pemuda − 35 1 
Koperasi Inkra − 120 4 
Koperasi Profesi − 72 − 
Koperasi Wanita 1 660 26 
Koperasi Pondok Pesantren − 545 25 
Koperasi Peternak − 68 2 
Koperasi Serba Usaha 1 2.964 100 
Koperasi Perkebunan − 426 10 
Koperasi Pertanian − 2,675 60 
Koperasi Lainnya 2 583 30 
Koperasi Syariah 2 108 5 
Koperasi Sekunder 1 52 − 
Sumber : Arsip Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, dan 
Perdagangan. 2012. 
Berdasarkan data dari tabel 4.4 dapat dilihat banyaknya jumlah anggota 
dalam setiap jenis koperasi. Juga banyaknya karyawan yang dimiliki setiap jenis 
koperasi. Banyaknya anggota maupun karyawan tidak mempengaruhi keaktifan 
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koperasi, ini dapat dilihat dari intensitas RAT yang diadakan setiap jenis 
koperasi. Hampir semua jenis koperasi yang ada jarang melakukan RAT. 
 
c. Sumber Modal Koperasi 
Sumber modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan 
simpanan sukarela yang semuanya ini adalah untuk memupuk modal usaha 
yang merupakan modal dari kekuatan sendiri. simpanan pokok merupakan 
simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada waktu mulai menjadi 
anggota koperasi. Simpanan wajib merupakan iuran yang dibayar pada waktu 
dan kesempatan tertentu, simpanan sukarela merupakan simpanan yang besar 
dan waktunya tergantung pada kerelaan anggota dengan imbalan akan diperoleh 
bunga darisimpanan tersebut. Simpanan sukarela juga diperoleh dari non 
anggota koperasi. 
Modal yang dimiliki koperasi juga dapat bersumber dari anggaran yang 
diberikan oleh pemerintah atau dana pinjaman dari Bank, modal ini merupakan 
modal luar yang dimiliki oleh koperasi dan dapat digunakan untuk 
mengembangkan koperasi. 
Selain itu, modal yang dimiliki koperasi juga dapat bersumber dari 
perkembangan usaha diwaktu lalu yaitu dari cadangan usahanya yang diperoleh 
dari peroleh dari pembagian sisa hasil usaha (SHU). Koperasi juga dapat 
memperoleh modal dari Bank dalam bentuk kredit dimana koperasi yang 
memperoleh kredit terlebih dahulu harus mendapat jaminan kredit.  
Berikut data tentang sumber modal koperasi yang ada di kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
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Tabel 4.5 
Data Sumber Modal Koperasi Di Kabupaten Sidrap 
 
Jenis Koperasi Modal Sendiri  Modal Luar  
Koperas Unit Desa 
  
Koperasi Pegawai Rp 9.326.900.000   
Koperasi TNI POLRI Rp 45.000.000 − 
Koperasi karyawan Rp 107.000.000 Rp 221.000.000 
Koperasi Purnabhakti Rp 286.000.000 − 
Koperasi Simpan Pinjam Rp 97.000.000 − 
Koperasi Angkutan Darat − − 
Koperasi Pasar Rp 44.000.000 Rp 100.000.000 
Koperasi Pemuda − − 
Koperasi Inkra Rp 13.000.000 − 
Koperasi Profesi − − 
Koperasi Wanita Rp 79.000.000 Rp 50.000.000 
Koperasi Pondok Pesantren Rp 34.000.000 − 
Koperasi Peternak Rp 7.800.000 − 
Koperasi Serba Usaha Rp 322.000.000 Rp 114.000.000 
Koperasi Perkebunan Rp 30. 800.000 − 
Koperasi Pertanian Rp 220.000.000 − 
Koperasi Lainnya Rp 162.900.000 − 
Koperasi Syariah Rp 34.000.000 − 
Koperasi Sekunder Rp 34.000.000 − 
Sumber : Arsip Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, dan 
Perdagangan. 2012. 
 
d. Data Asset, Volume dan Sisa Hasil Usaha 
Volume usaha merupakan bina usaha yang diperoleh dari pengadaan atau 
pengorbanan untuk menjalankan usaha yang dikelola. Salah satu penilaian bagi 
anggota dan kelompok masyarakan dalam usaha koperasi yang memberikan 
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manfaat adalah pembagian Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha koperasi berasal 
dari usaha-usaha yang telah dilakukan anggota koperasi. 
Tabel 4.6 
Data Asset, Volume dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Kabupaten Sidrap 
 
Jenis Koperasi Asset  Volume Usaha  Sisa Hasil Usaha 
Koperasi Unit Desa Rp 2.132.000 Rp 1.020.000 Rp 17.000.000 
Koperasi Pegawai Rp 13.565.100.000 Rp 4.052.900.000 Rp 3.543.300.000 
Koperasi TNI POLRI Rp 359.000.000 Rp 52.600.000 Rp 21.000.000 
Koperasi karyawan Rp 378.000.000 Rp 171.000.000 Rp 25.000.000 
Koperasi Purnabhakti Rp 551.000.000 Rp 136.000.000 Rp 79.000.000 
Koperasi Simpan Pinjam Rp 894.000.000 Rp 473.000.000 Rp 197.000.000 
Koperasi Angkutan Darat − − − 
Koperasi Pasar Rp 238.000.000 Rp 57.000.000 Rp 20.000.000 
Koperasi Pemuda − − − 
Koperasi Inkra − − − 
Koperasi Profesi − − − 
Koperasi Wanita Rp 20.000.000 Rp 12.000.000 Rp 3.000.000 
Koperasi Pon. Pesantren − Rp 50.000.000 Rp 8.000.000 
Koperasi Peternak − − − 
Koperasi Serba Usaha Rp 232.000.000 Rp 60.000.000 Rp 25.000.000 
Koperasi Perkebunan − − − 
Koperasi Pertanian Rp 48.800.000 Rp 15.000.000 Rp 2.800.000 
Koperasi Lainnya Rp 2.379.700.000 Rp 935.300.000 Rp 491.900.000 
Koperasi Syariah Rp 7.000.000 Rp 4.000.000 Rp 900.000 
Koperasi Sekunder Rp 7.000.000 Rp 4.000.000 Rp 900.000 
Sumber : Arsip Data Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustian, dan 
Perdagangan. 2012. 
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e. Kondisi Koperasi Pertanian 
Kondisi Koperasi Pertanian saat ini sangat memprihatinkan dengan melihat 
dari sumber daya, sumber modal koperasi, beserta asset, volume usaha dan sisa 
hasil usaha yang dimiliki oleh koperasi pertanian, dapat dilihat pada tabel berikut 
ini : 
Tabel 4.7 
Data Koperasi Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang 2012 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
Masalah-masalah yang dihadapi oleh Koperasi Pertanian sangatlah besar, 
bukan hanya masalah internal yang berupa kurangnya sumber modal, kurangnya 
kulaitas dari sumber daya manusianya, dan masalah-masalah internal lainnya, 
juga masalah eksternal yaitu dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah 
yakni Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan masih sangat 
kurang. Masalah-masalah seperti inilah yang jelas menghambat perkembangan 
dari Koperasi Pertanian itu sendiri.  
Sumber daya manusia yang ada dalam koperasi pertanian dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 
Sumber Daya 
RAT - 
Jumlah Anggota 2.675 orang 
Jumlah Karyawan 60 Orang 
Sumber Modal 
Modal Sendiri Rp 220.000.000 
Modal Luar - 
Asset, Volume, dan 
Sisa Hasil Usaha 
Asset Rp 48.800.000 
Volume Usaha Rp 15.000.000 
Sisa Hasil Usaha Rp 2.800.000 
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Tabel 4.8 
Data Jumlah dan Pendidikan anggota Koperasi Pertanian kabupaten 
Sidenreng Rappang 2012 
 
Nama Koperasi 
Jumlah Anggota 
(orang) 
Rata-rata  
Pendidikan Terakhir 
Anggota Koperasi 
Sinar Harapan 60 D III-S1 
Hasil Padi 40 SMA 
Koptan Sawe Ega 30 SMA 
Brahman Agro 30 SMA-D III 
GP3A Sabbarae 25 SMA 
GP3A Tadang Palie 25 SMA 
GP3A L. Tappareng 30 SMA 
GP3A Simae 25 SMA 
GP3A Bila Kanan 25 SMA 
GP3A Samaturue 25 SMA-D III 
GP3A Samaturue 25 SMA 
Labattoa 30 SMA-D III 
Koptan Alif 21 SMA 
Al Mubarak 25 SMA 
Sampolipue 25 SMA 
Berkibar 26 SMA 
Makkawarue 29 SMA 
Gapoktan Sipodeceng I 30 SMA 
Gapoktan Cahaya Pammase 31 SMA 
Gapoktan Aluhwa 32 SMA 
Gapoktan Massumpuloloe 33 SMA 
Makkawarue 34 SMA 
Mappasirenreng 35 SMA 
Makkadae 36 SMA 
Gapoktan Pangempang 37 SMA 
Gapoktan Tani Bungae 38 SMA 
Gapoktan Sibali Reso 38 SMA 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
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Tabel 4.9 
Data Pekerjaan Anggota Koperasi Pertanian kabupaten Sidenreng 
Rappang 2012 
Nama Koperasi 
Rata-Rata Pekerjaan Terakhir 
Anggota Koperasi 
Sinar Harapan Pegawai 
Hasil Padi Petani 
Koptan Sawe Ega Petani 
Brahman Agro Buruh 
GP3A Sabbarae Petani 
GP3A Tadang Palie Buruh 
GP3A L. Tappareng Petani 
GP3A Simae Buruh 
GP3A Bila Kanan Petani 
GP3A Samaturue Petani 
GP3A Samaturue Buruh 
Labattoa Petani 
Koptan Alif Petani 
Al Mubarak Petani 
Sampolipue Petani 
Berkibar Buruh 
Makkawarue Petani 
Gapoktan Sipodeceng I Petani 
Gapoktan Cahaya Pammase Petani 
Gapoktan Aluhwa Buruh 
Gapoktan Massumpuloloe Petani 
Makkawarue Petani 
Mappasirenreng Petani 
Makkadae Buruh 
Gapoktan Pangempang Buruh 
Gapoktan Tani Bungae Petani 
Gapoktan Sibali Reso Petani 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
Dengan melihat tabel 4.8 dan 4.9 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 
dari sumber daya manusia yang ada dalam koperasi masih sangat kurang 
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karena kurang pengalaman dan pengetahuan. Hampir dari semua anggota 
koperasi pertanian berprofesi sebagai petani dengan pendidikan terakhir D III 
dan SMA, bahkan ada beberapa anggota koperasi yang hanya tamatan SD. 
Pendidikan tertinggi biasanya hanya terdapat pada Ketua Koperasi mereka, 
sedangkan anggota koperasi tidak ada yang melewati D III. 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Fase Inisial 
Fase Inisial, berarti fase dimana semua hal yang menjadi agenda dari 
setiap koperasi berdasarkan dari aturan Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian 
dan Perdagangan. Koperasi hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan dari 
Dinas Koperasi. Adapun yang menjadi indikator dari fase ini, yaitu : 
a. Pelatihan 
Strategi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 
adalah “dibina, digabung, dan dibubarkan. Adapun cara pembinaan yang 
dimaksudkan oleh Kabid Koperasi adalah dengan cara pelatihan dan 
penyuluhan. Pelatihan merupakan investasi organisasi yang penting dalam 
sumber daya manusia. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia 
untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga 
mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan koperasi 
mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan 
antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki 
sekarang. 
Pelatihan yang dilakukan selama 2012 ini sebanyak 11 kali pelatihan, 
itupun  tidak dikhususkan untuk Koperasi Pertanian saja, tapi koperasi secara 
umum. Berikut  tabel daftar pelatihan Koperasi selam tahun 2012 : 
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Tabel 4.10 
Daftar Pelatihan Koperasi di Kabupaten Sidrap 
 
Waktu  
Koperasi Yang 
Diundang 
Jenis Pelatihan 
Jumlah 
Anggota   
Yang Hadir 
7 Mei 
2012 
Koperasi Syariah Pelatihan Perkoperasian 
Berbasis Syariah 
1 Orang 
8 Mei 
2012 
Koperasi Serba Usaha Pelatihan Pembuatan Roti 
bakery dan sejenisnya 
5 Orang 
8 Mei 
2012 
Koperasi Serba Usaha Pelatihan Pengembangan 
Usaha Konveksi 
1 Orang 
8 Mei 
2012 
Koperasi Pegawai Pelatihan Perkoperasian bagi 
guru SMK 
1 Orang 
8 Mei 
2012 
Koperasi Pertanian Pelatihan perkoprasian bagi 
penyuluh pertanian 
1 Orang 
11 Mei 
2012 
Koperasi Syariah Pelatihan Perkoperasian 
Berbasis Syariah 
1 Orang 
28 Mei 
2012 
Koperasi Serba Usaha Pelatihan Perkoperasian bagi 
wirausaha 
1 Orang 
16 Juli 
2012 
Semua Koperasi Diklat Pengembangan jaringan 
distribusi koperasi primer dan 
sekunder 
5 Orang 
8 Nov 
2012 
Koperasi Pertanian, 
Perkebunan, dan Serba 
Usaha 
Diklat Koperasi Bidang 
Tanaman Pangan dan 
Holtikultura 
3 Orang 
20 Nov 
2012 
Koperasi Unit Desa Diklat keamanan Pangan 1 Orang 
28 Nov 
2012 
Koperasi Pertanian, 
Perkebunan, dan Serba 
Usaha 
Diklat Koperasi Bidang 
Tanaman Pangan 
3 Orang 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
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Berdasarkan dari tabel 4.4, dapat dilihat sepanjang 2012 ini hanya ada 3 
(tiga) kali pelatihan yang diadakan untuk Koperasi Pertanian, jumlah peserta 
yang ikut menghadiri pelatihan ini juga hanya ada 1 orang untuk 1 jenis 
koperasi. Padahal seharusnya ini menjadi agenda rutin dari Dinas Koperasi 
untuk mengembangkan sumber daya baik dalam Dinas Koperasi itu sendiri 
maupun untuk anggota-anggota koperasi yang ada. 
Berikut wawancara peneliti dengan salah satu anggota Koperasi yang 
Koperasinya masih aktif : 
“Pelatihan untuk koperasi pertanian masih sangat jarang diadakan, 
apalagi pelatihan dari daerah, biasanya pelatihan itu bersumber dari 
pusat dan kadang berlaku umum. Padahal pelatihan itu sangat membantu 
bagi koperasi yang masihmemiliki semangat untuk mengembangkan 
koperasinya. Seharusnya pemerintah daerah sering-sering melakukan 
pelatihan agar koperasi kami (koperasi pertanian) bisa juga berkembang 
seperti koperasi pegawai”. (wawancara 15 januari 2013) 
 
 
Pada dasarnya, pelatihan sangat dibutuhkan oleh setiap Koperasi, entah 
itu koperasi pertanian ataupun koperasi lainnya. Akan tetapi, karena 
pemerintah masih memberdayakan melalui fase inisial ini, maka pelatihan itu 
dilakukan seadanya saja. Hampir semua pelatihan yang diadakan berasal dari 
instruksi pemerintah pusat, dalam hal ini, pemerintah daerah hanya mengikuti 
apa yang diperintahkan. Dari semua surat tugas yang ada, tidak ada satupun 
pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi sendiri, semuanya mengacu 
pada pemerintah pusat. Peserta pelatihanpun hanya satu perwakilan dari satu 
jenis koperasi. Padahal seharusnya, pemerintah daerah lebih aktif dalam 
melakukan pelatihan sehingga semua koperasi merasa diberdayakan.  
Pelatihan sangat membantu untuk mengembangkan sumber daya yang 
ada. Salah satu penyebab terjadinya kemunduran koperasi pertanian adalah 
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SDM yang kurang berkualitas, tapi pelatihan yang dilaksanakan masih minim. 
Sumber daya tidak akan bisa berkembang ketika tidak ada yang mendorong 
untuk berkembang, seperti contohnya dengan mengadakan pelatihan rutin 
sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang ada. Seperti yang diungkapkan 
oleh Kabid Koperasi : 
“Itu orang-orang yang ada di koperasi selalu ji mengikut kalau ada 
diperintahkan dari pusat maupun daerah, tidak ada inisiatifnya untuk 
bangun koperasinya, selalu saja tunggu perintah. Bermasa bodoh 
semua itu orang disana, kita (pemerintah daerah) juga capek mi hadapi 
orang-orang yang bermasa bodoh (anggota koperasi yang tidak aktif), 
jadi tidak  pernah mi lagi diurus” 
 
 
“prinsip ta kita disini de’ yaitu dibina, digabung, kemudian dibubarkan. 
Kalau memang sudah mi dibina sekian lama tapi tidak ada 
perkembangan, makanya digabungmi saja itu koperasi supaya 
menghemat anggaran juga, tapi kalau sudah digabung tapi belum 
berkembang, jalan satu-satunya itu langsung saja diberi surat untuk 
bubarkan koperasinya”. .Lanjutnya 
 
 
Pada dasarnya, pelatihan sumber daya memiliki beberapa  manfaat, 
yaitu : 
 Membantu sumber daya yang ada dalam organisasi itu untuk membuat 
keputusan dengan pemikiran yang jauh lebih baik dari sebelum 
melakukan pelatihan. 
 Meningkatkan kemampuan sumber daya dalam menyelesaikan berbagai 
masalah yang dihadapi organisasinya. 
 Timbulnya dorongan dalam diri setiap sumber daya untuk terus 
meningkatkan kemampuan kerjanya. 
 Dengan meningkatnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang ada, 
maka akan timbul rasa percaya diri dalam jiwa mereka. 
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 Tersedianya informasi berbagai program yang dapat dimanfaatkan 
dalam rangka pertumbuhan teknikal dan intelektual. 
 Meningkatnya kepuasan kerja 
 Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 
 Semakin besarnya tekad untuk lebih mandiri. 
 Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. 
Adapun wawancara peneliti dengan pegawai, anggota koperasi dan 
masyarakat ketika ditanyakan mengenai manfaat yang didapat dalam 
pelatihan adalah : 
“Kalau mau bicara tentang manfaat dari itu pelatihan, bagus sekali. Pasti 
banyak manfaatnya toh, namanya juga pelatihan, dilatih ki disitu. Tapi 
sayangnya jarang pelatihan untuk anggotan koperasi, apalagi koperasi 
pertanian. Pegawai disini juga jarang ji dapat undangan untuk mengikuti 
pelatihan”  (Pegawai Dinas Koperasi, wawancara 10 Januari 2013) 
 
 
“Saya pernah ji ikut pelatihan dari pusat tentang pembuatan pupuk 
tradisional, seperti kompos toh. Tapi lama sekali mi, saya lupa juga 
tahun berapa itu. Bagus sebenarnya ini pelatihan, memperluas 
wawasan tapi tidak dipraktekkan karena saya ji sendiri yang pergi 
mewakili semua koperasi pertanian, tidak ada teman yang bisa diajak 
kerja sama untuk praktekkan apa yang didapat. (Anggota Koperasi 
Pertanian, wawancara 13 januari 2013) 
 
 
“Banyak manfaatnya itu pelatihan de’  seperti pelatihanyang biasa 
diadakan utnuk koperasi serba usaha, pelatihan membuat roti, baru na 
praktekkan mi sama anggotanya, kerja sama dengan anggota koperasi 
lain yang ikut juga dalam pelatihan yang sama.” (Masyarakat, 15 Januari 
2013) 
 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kurangnya pelatihan sangat berpengaruh 
terhada perkembangan dari organisasi. Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian dan Perdagangan, tidak melakukan pelatihan secara rutin, 
mereka hanya menunggu pelatihan dari pusat dan kemudian mengutus 
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anggota koperasi untuk mengikuti pelatihan tersebut, pegawai dalam Dinas 
itu jarang mengikuti pelatihan karena memang tidak ada pelatihan yang 
diadakan untuk pegawai. Seharusnya pimpinan dari Dinas ini 
mempertimbangkan bidang apa saja yang perlu diperbaiki kemudian diberi 
pelatihan.  
Banyak bidang yang dapat diperbaiki melalui on-the-job training atau 
pengalaman, tetapi ada saaatnya pengetahuan spesifik diperlukan dan ini 
yang diharapkan dapat diperbaiki dengan pelatihan. Sumber daya harus 
belajar keterampilan baru atau pengetahuan mempunyai dampak langsung 
pada kemampuan dalam bidangnya. Pelatihan seharusnya tidak digunakan 
untuk sekedar menciptakan manusia serba bisa.  Hal ini berarti bahwa 
pimpinan harus memastikan waktu pelatihan yang tepat. Apabila pelatihan 
itu tidak dibutuhkan, maka sebaiknya pelatihan itu tidak diadakan, karena 
manfaat dari pelatihan ini akan dirasakan sendiri oleh sumber daya manusia 
yang ada dalam Dinas Koperasi, UMKM, Perindusrtian dan Perdagangan. 
Selain itu, manfaat pelatihan ini akan berdampak pada perkembangan dan 
kemajuan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan itu 
sendiri 
 
b. Penyuluhan 
Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah 
wawasan dari SDM. 
Adapun penyuluhan yang dilakukan khusus untuk koperasi pertanian 
sepanjang tahun 2012 belum pernah terlaksana. Berikut pernyataan dari 
Kabid Koperasi : 
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“Tidak pernah ji ada penyuluhan khusus untuk Koperasi Pertanian 
sepanjang tahun 2012 ini, mungkin nanti tahun 2013 baru ada 
penyuluhan untuk Koperasi Pertanian, sesuai dengan rencana team 
kami (Bidang koperasi), kami akan mengubah nama Koperasi Pertanian 
menjadi Koperasi agribisnis dan diwajibkan dalam 1 (satu) kecamatan 
memiliki 1 koperasi agribisnis, ini baru rencana, kita lihat sajananti ke 
depannya bagaimana.” (Wawancara 10 Januari 2013) 
 
 
Ditambahkan oleh salah satu anggota Koperasi : 
 
“jarang memang ada penyuluhan karena tidak ada ji program baru atau 
informasi baru yang mau disampaikan” (wawancara 15 januari 2013) 
 
Koperasi harus memiliki anggota-anggota yang cerdas memikirkan 
permasalahan yang dihadapi oleh koperasi saat ini, jangan sampai mereka 
hanya menunggu dan terus menungggu perintah dari pemerintah baik pusat 
maupun daerah. Koperasi tidak akan bisa berkembang jika hanya memiliki 
modal uang tanpa modal pikiran, karena letak kemajuan dari koperasi bukan 
dilihat dari banyaknya uang yang disimpan tapi dilihat dari sejahtera atau 
tidaknya anggota atau masyrakat yang tinggal di sekitar koperasi tersebut. 
 
c. Kebijakan 
Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat 
berpengaruh dalam memberdayakan koperasi. Salah satu kebijakan 
pemerintah saat ini adalah tidak adanya anggaran yang diberikan utnuk 
koperasi pertanian. Berikut hasil wawancara dengan Kabid Koperasi : 
“setiap tahun itu ada anggaran untuk koperasi secara umum, nanti disini 
baru kita bagi, ada koperasi yang dapat anggaran banyak, ada juga 
yang sedikit ji. Tapi untuk koperasi pertanian, tidak ada anggaran untuk 
tahun ini, karena tidak sehat mi koperasinya semua. Rencana mau 
dibubarkan saja kemudian dibuat koperasi agribsinis itu nanti disetiap 
kecamatan”. (wawancara, 10 Januari 2013) 
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Sumber modal koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, 
dan simpanan sukarela yang semuanya ini adalah untuk memupuk modal 
usaha yang merupakan kekuatan dari koperasi. Simpanan pokok merupakan 
simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi. Simpanan 
wajib merupakan iuran yang dibayar pada waktu tertentu sesuaidengan 
kesepakatan dari tiap koperasi. Simpanan sukarela merupakan simpanan 
yang besar dan waktunya tergantung pada kerelaan anggota dengan 
imbalan akan diperoleh dari bunga dari simpanan  tersebut. Simpanan 
sukrela juga bisa berasal dari non anggota koperasi. Selain dari beberapa 
sumber di atas, modal koperasi juga bisa didapatkan dari pembagian sisa 
hasil usaha dan pinjaman dari bank.  
Berbicara mengenai permodalan, menurut Kabid Koperasi, 
“Anggaran itu diberikan saja untuk koperasi yang mau memang aktif, 
tidak seperti Koprasi pertanian. Jadi rugi pemerintah kalau sudah ditahu 
tidak sehat baru dikasi lagi modal, makanya dibiarkan saja.” (Pak Azis, 
wawancara 10 januari 2013) 
 
 
Senada dengan pernyataan dari Kabid Koperasi, salah satu anggota 
Koperasi yang sudah tidak aktif juga membenarkan pernyataan tersebut ; 
“bagaimana carata kembangkan koperasi kalau tidak ada uang dikasi 
dari pemerintah, sepertinta dianak tirikan ini koperasi pertanian” 
(wawancara, 13 Januari 2013) 
 
 
Bukan hanya permodalan dari pemerintah, bahkan untuk meminta 
bantuan kepada bank pun sudah susah, karena hilangnya kepercayaan dari 
bank yang pernah meminjamkan modal untuk koperasi pertanian. Berikut 
pernyataan dari Kabid Koperasi : 
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“Kapok mi itu bank pinjamkan uang sama koperasi pertanian, karena 
sering sekali mi pinjam uang baru tidak ada ji kegiatannya, padahal 
bagus sekali laporan pertanggung jawabannya, pas dicek di lokasi 
ternyata tidak ada kegiatan apa-apa, tidak ada perubahan di koperasi 
itu, pokoknya tidak ada yang sesuai dengan laporan 
pertanggungjawaban yang dibikin, makanya bank juga tidak mau mi 
pinjamkan modal.” (Pak Azis, wawancara 10 januari 2013) 
 
 
Selain permodalan dari pemerintah dan bank, sumber modal lainnya 
yaitu dari anggota koperasi itu sendiri sudah mengalami kendala. Seperti 
yang diungkapkan oleh anggota koperasi sebagai berikut ; 
“Itu anggota koperasi, lebih na suka simpan uangnya di bank  daripada 
na jadikan simpanan sukarela, karena kalau di bank di simpan gampang 
ji diambil, tidak perlu menunggu beberapa hari untuk ambil uangnya. 
Itumi makanya tambah menipis bunga simpanan sukarela, belum lagi itu 
anggota yang lain malas-malas mi membayar simpanan pokok sama 
simpanan wajibnya. Apalagi kalau ada fasilitas yang rusak, tambah 
berkurang mi uang simpanan. Jadi mending dibubarkan saja koperasi.”  
(wawancara, 13 Januari 2013) 
 
 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa permodalan di Koperasi 
Pertanian masih sangat rendah, dan ini menjadi salah satu sebab 
kemunduran dari koperasi pertanian. 
Selain dari segi permodalan, yang menjadi masalah berikutnya adalah 
fasilitas yang kurang memadai. Fasilitas merupakan faktor penunjang dalam 
keberhasilan koperasi pertanian. Fasilitas ini dapat berupa alat-alat yang 
digunakan dalam koperasi itu ataupun alat-alat yang digunakan untuk 
kepentingan para anggotanya di lapangan. 
Pemeliharaan alat yang diberikan bisa membuat alat tersebut tahan 
lama untuk dimanfaatkan, begitupun sebaliknya, jika alatnya tidak dipelihara 
maka alat itu hanya dimanfaatkan dalam waktu singkat. 
Adapun fasilitas yang disediakan pemerintah baik pusat maupun daerah 
seharusnya digunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya, fasilitas 
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itu untuk kepentingan bersama bukan dipakai untuk kepentingan umum 
seperti yang terlihat pada beberapa koperasi yang peneliti sempat kunjungi. 
Fasilitas yang diberikan memang hanya ala kadarnya, seperti alat untuk 
kebutuhan penggilingan padi, alat untuk pembajak sawah, dan alat 
pengangkut padi yang sudah siap dijual. Kadang kala anggota koperasi 
menggunakan fasilitas pribadi mereka untuk keperluan koperasi, ini 
dikarenakan fasilitas yang diberikan masih jauh dari kata cukup. 
Masalah lainnya adalah pengawasan yang lemah. Sistem pengawasan 
dalam Koperasi Pertanian juga sangat mendukung untuk mengembangkan 
Koperasi tersebut. Jika sistem pengawasan lemah dan kesadaran dari 
anggota koperasi juga lemah, maka kita sudah bisa menebak apa yang akan 
terjadi dalam kondisi yang demikian itu.  
Berikut wawancara peneliti dengan Kabid dan beberapa anggota 
Koperasi dalam waktu dan tempat yang berbeda : 
 
“Pengawas Koperasi Pertanian itu ada sebenarnya tapi tidak ditentukan 
siapa orangnya, siapapun pegawai dari bidang koperasi yang 
ditugaskan untuk mengawasi satu koperasi, itumi yang jadi pengawas. 
Jadi tidak mesti ji si A yang harus pergi mengawas” (Kabid Koperasi, 
Wawancara, 10 Januari 2013) 
 
 
Pernyataan anggota Koperasi 1 : 
 “biasa ji ada pegawai dari Dinas Koperasi yang datang berkunjung, 
bertanya-tanya mengenai kegiatannya koperasi, tapi yah jarang sekali, 
ada betul pi mungkin perlunya baru datang, seperti terlambat ki setor 
LPJ biasa itu didatangi meki sama orang Dinas” (Anggota Koperasi, 
Wawancara, 15 Januari 2013) 
 
 
Tanggapan anggota Koperasi 2 : 
“tidak pernah ka saya ketemu sama yang namanya pengawas koperasi” 
(Anggota Koperasi, Wawancara, 13 Januari 2013) 
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Tanggapan yang sama dari anggota Koperasi lainnya : 
“apa kerjanya itu pengawas koperasi ? tidak pernah ji nakunjungi ini 
koperasi sampai akhirnya tinggal papan nama mi ini koperasi” (Anggota 
Koperasi, Wawancara, 13 Januari 2013) 
 
 
Pengawasan yang lemah dan kesadaran dari anggotan koperasi yang 
minim bisa membuat masalah yang sangat besar untuk keberlangsungan 
koperasi. Bisa saja terjadi korupsi kecil-kecilan sampai yang besar-besaran 
dalam koperasi itu, korupsi uang simpanan sampai uang pinjaman dari bank. 
Hal seperti ini akan mengikis kepercayaan dari bank maupun dari anggota 
koperasi itu sendiri. Seperti pernyataan Kabid Koperasi : 
“Bank sudah kapok pinjamkan uang itu koperasi, karena biasa dikasi 
pinjaman, laporan pertanggung jawaban bagus tapi ternyata waktu dicek 
dilapangan tidak sesuai dengan laporan. Jadi dikemanakan uang yang 
dipinjam ?” (Wawancara, 10 Januari 2013) 
 
 
2. Fase Partisipatoris 
a. Keterlibatan anggota dalam setiap program yang diadakan 
Fase ini akan membahas tentang sejauh mana keterlibatan anggota 
koperasi dalam mendukung dan melaksanakan program dari Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdangangan 
Sejauh ini, anggota koperasi bersedia untuk mengikuti program-program 
yang diadakan oleh Dinas Koeprasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan, tapi yang menjad masalah adalah tidak adanya program dari 
Dinas ini, semua program berdasar dari pemerintah pusat. Dalam program-
program yang ada, anggota koperasi melibatkan dirinya ketika mendapat 
surat dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdangangan. 
Berikut wawancara peneliti dengan anggota koperasi.  
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“Kita mau jeki ikut terlibat dalam setiap program dari pemerintah 
setempat (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian,, dan Perdagangan) 
tapi selama 2012 ini tidak ada programnya seperti pelatihan atau 
penyuluhan” (Wawancara anggota koperasi 1, 13 Januari) 
 
 
“Tidak ada programnya pemerintah daerah (Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian,, dan Perdagangan)  de’, semuanya program dari pusat ji 
saja.” (Wawancara anggota koperasi 2, 15 januari) 
 
Selama ini, anggota koperasi telah melibatkan dirinya dalam program-
program yang diadakan oleh pemerintah pusat, seperti pelatihan-pelatihan. 
 
b. Antusias anggota dalam mengembangkan Koperasi Pertanian 
Dalam fase ini, anggota koperasi juga bisa membuat beberapa usulan 
untuk program-program baru. Tapi sayangnya, sejauh ini hanya ada 
program dari pemerintah pusat seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan 
dan lain sebagainya. 
Sepertinya anggota koperasi belum menyadari keberadaannya. Mereka 
seperti boneka yang bisa digerakkan oleh pemerintah, partisipsi mereka 
masih sangat kurang. Berikut pernyataan dari Kabid Koperasi : 
“Keinginannya pemerintah selalu ji sama dengan keinginannya 
masyarakat. Seperti saat musrenbang, masyarakat hanya diam-diam ji, 
ikut-ikut saja kalo ada program baru. Tidak ada protes-protes.” 
(Wawancara, 10 Januari 2013) 
 
Ketika diadakan pelatihan, maka dinas koperasi akan mengutus satu 
atau dua orang sebagai perwakilan dari satu jenis koperasi. Padahal 
seharusnya, setiap koperasi dari setiap jenis koperasi memiliki satu 
perwakilan supaya mereka bisa menyampaikan kepada anggota koperasi 
yang lain. 
“Kalo koperasi pertanian yang diundang, berarti 1 orang ji yang pergi 
karena tempat pelatihannya di Makassar, jauh.” (Wawancara, 10 
Januari 2013) 
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Dalam fase ini, kita dapat melihat bahwa anggota koperasi mau 
melibatkan diri dalam setiap program tapi tidak berantusias dalam 
memikirkan program-program apa yang harus dilakukan utnuk 
mengembangkan koperasinya. Mereka melimpahkan sepenuhnya pada 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. 
 
3. Fase Emansipatoris 
Fase ini melihat kretivitas dari setiap koperasi, pemerintah hanya berperan 
sebagai fasililitator dalam hal ini. Koperasi yang memiliki kreativitas yang 
tinggi akan mampu bertahan dan berkembang. 
Menurut pemerintah setempat, koperasi yang berkembang pesat didaerah 
penelitian adallah Koperasi Pegawai dengan melihat perkembangan jumlah 
unit koperasi yang sangat besar dan hampir semuanya aktif. Selain itu, dilihat 
dari volume usaha dan SHU yang cukup besar dibandingkan dengan koperasi 
lainnya. 
Adapun Koperasi pertanian yang sangat lemah dengan kapasitas anggota 
terbanyak adalah koperasi sadar. Koperasi Sadar merupakan koperasi 
pertanian yang terletak di desa Lombok I, kecamatan Pitu Riase. Koperasi ini 
didirikan pada tanggal 12 November 1998,  badan hukumnya 7/BH/IV. 
Koperasi Pertanian pertama yang memiliki anggota yang cukup besar, yaitu 
200 orang. Tapi pada akhirnya Koperasi ini gulung tikar karena banyaknya 
masalah yang tidak bisa terselesaikan. 
Sedangkan koperasi yang sangat maju adalah Koperasi Sinar Harapan. 
Koperasi ini merupakan koperasi pertanian yang terletak di desa Betao III, 
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kecamatan Pitu Riase. Koperasi ini didirikan tanggal 12 November 1998, 
bersamaan dengan Koperasi Sadar, badan hukumnya 8/BH/IV. Koperasi ini 
dikelola oleh 60 orang anggota, sudah termasuk didalamnya adalah pengurus. 
Koperasi ini berbasis simpan pinjam, sebagai distributor atas hasil panen dari 
anggotanya, pemberi informasi kepada anggotanya ketika ada informasi 
penting guna meningkatkan hasil pertanian, dan  banyak usaha lainnya. 
Koperasi ini merupakan koperasi terlama yang masih berdiri sampai 
sekarang, koperasi ini memiliki banyak usaha guna untuk mempertahankan 
diri. Satu-satunya koperasi pertanian yang memiliki volume usaha, aset dan 
sisa hasil usaha. 
Koperasi yang berkembang dapat dilihat dari asset, volume usaha dan sisa 
hasil usaha yang mereka miliki. Ketika koperasi telah memiliki asset, volume 
usaha dan sisa hasil usaha, maka kita dapat mengatakan bahwa koperasi ini 
mampu mengembagkan koperasinya, bisa memberi manfaat untuk masyrakat 
sekitarnya, dan juga bisa memberi contoh untuk koperasi-koperasi lainnya. 
Koperasi tersebut telah menemukan kekuatannya sendiri, tidak perlu 
menunggu program-program dari pemerintah, tapi mereka menciptakan 
sendiri programnya untuk mengembangkan koperasinya 
a. asset 
Asset koperasi merupaka sesuatu yang dimiliki oleh organisasi dan 
digunakan untuk mengembangkan organisasi tersebut.  Berikut tabel dari 
koperasi pertanian yang aktif beserta dengan asset, volume usaha, sisa 
hasil usaha. 
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Tabel 4.11 
Nama Koperasi Pertanian yang aktif beserta Asset yang dimiliki 
 
Nama Koperasi Asset (juta) 
Sinar Harapan 48.8 
Hasil Padi - 
Koptan Sawe Ega - 
Brahman Agro - 
GP3A Sabbarae - 
GP3A Tadang Palie - 
GP3A L. Tappareng - 
GP3A Simae - 
GP3A Bila Kanan - 
GP3A Samaturue - 
GP3A Samaturue - 
Labattoa - 
Koptan Alif - 
Al Mubarak - 
Sampolipue - 
Berkibar - 
Makkawarue - 
Gapoktan Sipodeceng I - 
Gapoktan Cahaya Pammase - 
Gapoktan Aluhwa - 
Gapoktan Massumpuloloe - 
Makkawarue - 
Mappasirenreng - 
Makkadae - 
Gapoktan Pangempang - 
Gapoktan Tani Bungae - 
Gapoktan Sibali Reso - 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
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b. Volume Usaha 
Tabel 4.12 
Nama Koperasi Pertanian yang aktif beserta Volume usaha  
Nama Koperasi Volume Usaha (juta) 
Sinar Harapan 15 
Hasil Padi - 
Koptan Sawe Ega - 
Brahman Agro - 
GP3A Sabbarae - 
GP3A Tadang Palie - 
GP3A L. Tappareng - 
GP3A Simae - 
GP3A Bila Kanan - 
GP3A Samaturue - 
GP3A Samaturue - 
Labattoa - 
Koptan Alif - 
Al Mubarak - 
Sampolipue - 
Berkibar - 
Makkawarue - 
Gapoktan Sipodeceng I - 
Gapoktan Cahaya Pammase - 
Gapoktan Aluhwa - 
Gapoktan Massumpuloloe - 
Makkawarue - 
Mappasirenreng - 
Makkadae - 
Gapoktan Pangempang - 
Gapoktan Tani Bungae - 
Gapoktan Sibali Reso - 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
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Volume usaha merupakan bina usaha yang diperoleh dari pengadaan 
atau pengorbanan untuk menjalankan usaha yang dikelola oleh anggota 
koperasi. Berikut tabel dari koperasi pertanian yang aktif beserta dengan 
asset, volume usaha, sisa hasil usaha 
 
c. Sisa Hasil Usaha 
Salah satu penilaian bagi anggota dan kelompok masyarakat dalam 
usaha koperasi yang memberikan manfaat adalah pembagian sisa hasil 
usaha. Sisa hasil usaha koperasi dari tahun ke tahun diberikan kepada 
anggota dan juga bukan anggota.  
Koperasi yang memiliki Sisa Hasil Usaha yang besar sudah dapat 
dikatakan koperasi yang berkembang dan patut dicontoh, karena koperasi 
ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang ada disekitar 
mereka. 
Sisa hasil usaha ini diperoleh dari volume usaha yang bersumber dari 
modal koperasi, baik modal dari luar maupun modal dari dalam koperasi. 
Koperasi yang memiliki modal banyak belum tentu mendapat sisa hasil 
usaha yang banyak juga karena ini bergantung pada volume usaha dari 
tiap-tiap koperasi.  
Berikut tabel dari koperasi pertanian yang aktif beserta dengan asset, 
volume usaha, sisa hasil usaha. 
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Tabel 4.13 
Nama Koperasi yang aktif beserta  Sisa Hasil Usaha 
Nama Koperasi Sisa Hasil Usaha (juta) 
Sinar Harapan 2.8 
Hasil Padi - 
Koptan Sawe Ega - 
Brahman Agro - 
GP3A Sabbarae - 
GP3A Tadang Palie - 
GP3A L. Tappareng - 
GP3A Simae - 
GP3A Bila Kanan - 
GP3A Samaturue - 
GP3A Samaturue - 
Labattoa - 
Koptan Alif - 
Al Mubarak - 
Sampolipue - 
Berkibar - 
Makkawarue - 
Gapoktan Sipodeceng I - 
Gapoktan Cahaya Pammase - 
Gapoktan Aluhwa - 
Gapoktan Massumpuloloe - 
Makkawarue - 
Mappasirenreng - 
Makkadae - 
Gapoktan Pangempang - 
Gapoktan Tani Bungae - 
Gapoktan Sibali Reso - 
Sumber : Data Keragaan Koperasi. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang. 2012. 
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Secara umum dapat dikemukakan bahwa asset, volume usaha dan sisa 
hasil usaha yang dimiliki oleh tiap-tiap unit koperasi pertanian masih sangat 
rendah, ini disebabkan oleh banyaknya tunggakan pinjaman (kredit macet) baik 
oleh anggota maupun bukan anggota koperasi, akibatnya pendapatan koperasi 
juga sangat memprihatinkan. 
Dengan melihat tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa koperasi pertanian 
belum bisa memberdayakan koperasi mereka sendiri, koperasi-koperasi itu 
masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari pemerintah untuk 
mengembangkan dan memberdayakan koperasi mereka. Dinas Koperasi, 
UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu merumuskan kembali strategi yang 
mereka jalani saat ini agar koperasi-koperasi yang tidak tidak hanya menjadi 
sebuah nama dalam setiap laporan  pertanggung jawaban mereka, tapi bisa 
menjadi koperasi yang memberi banyak manfaat kepada masyarakat 
disekitanya. 
Secara konsep, strategi ini memang sangat sederhana dan bagus untuk 
perkembangan organisasi, tapi dengan melihat kenyataan yang ada bahwa 
strategi itu hanya sebatas strategi tanpa pengimplementasian. Bagaimana tidak, 
melalui wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Koperasi, Anggota Koperasi 
yang koperasinya masih atau tidak aktif, dapat ditemukan fakta bahwa ternyata 
strategi ini tidak dijalankan secara optimal. 
Strategi yang dimiliki Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan 
Perdagangan kabupaten Sidrap merupakan strategi yang sudah lama dan 
merupakan budaya dari organisasi terdahulu.  Budaya organisasi dapat 
berpengaruh kuat terhadap perilaku pimpinan dan bawahannya, sehingga 
budaya organisasi dapat berpengaruh besar pada kemampuan organisasi untuk 
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mengubah arah strateginya. Strategi itu berupa pembinaan, penggabungan, dan 
pembubaran.  
Buruknya implementasi sebuah strategi yang baik dapat menyebabkan 
strategi tersebut gagal. Namun implementasi strategi yang sempurna tidak hanya 
akan membuat strategi yang tepat berhasil, tetapi juga dapat menyelamatkan 
strategi yang pada awalnya meragukan.  Strategi yang dimiliki oleh Bidang 
Koperasi dalam Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 
sebenarnya sudah sangat tepat, dengan membina anggota koperasi sehingga 
SDM dalam koperasi memiliki kemampuan dalam mempertahankan dan 
mengembangkan koperasi mereka, juga menjadi sebuah penilaian ketika 
koperasi tidak bisa berkembang maka dilakukan penggabungan koperasi, dan 
ketika masih belum bisa untuk berkembang maka sebaiknya dibubarkan saja 
kemudian membentuk koperasi baru.  
Adapun yang menjadi tujuan dari pemberdayaan Usaha Kecil Menegah, 
dalam hal ini Koperasi, yaitu : 
a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah 
menjadi usaha yang tangguh. 
b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam pembentukan 
produk nasional. 
c. Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor. 
d. Peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya 
sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian 
nasional. 
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Berdasarkan dari tujuan itu, maka peneliti merumuskan strategi 
pemberdayaan melalui 3 fase, yaitu : 
a) Fase Inisial 
Dimana pemerintah memiliki peranan penuh dalam memberdayakan 
koperasi. Dalam hal ini, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan 
Perdagangan seharusnya melakukan pelatihan, penyuluhan, kebijakan yang 
memberi banyak keuntungan bagi koperasi. Tapi melihat kenyataannya, 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan masih belum bisa 
melakukan perannya sebagai instansi yang harus memperjuangkan 
kesejahteraan anggota koperasi. 
 
b) Fase Partisipatoris 
Dimana anggota koperasi harus ikut berperan aktif dalam upaya 
memberdayakan koperasinya. Sejauh ini, anggota koperasi akan berperan 
aktif dalam program pemrintah meskipun mereka harus menunggu perintah. 
Padahal seharusnya, anggota koperasi juga melakukan usulan-usulan untuk 
program kegiatan selanjutnya guna untuk mengembangkan koperasinya. 
 
c) Fase Emansipatoris 
Fase dimana Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 
hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
koperasi. Tapi melihat kenyataan, pemerintah tidak bisa menjalankan 
perannya karena memang hanya ada satu koperasi yang bisa berpikir untuk 
mengembangkan koperasi mereka, sedangkan koperasi lainnya masih harus 
dituntun. 
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Koperasi pertanian yang bisa dikatakan baik hanya ada 1 koperasi, yang 
dalam keadaan sedang ada 26 koperasi, sedangkan koperasi yang lemah ada 
44 koperasi dan banyak koperasi pertanian yang sudah tidak aktif lagi . Artinya 
pemerintah harus bekerja keras untuk memberdayakan koperasi pertanian di 
Sidrap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dengan melihat hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : Strategi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian 
dan Perdagangan secara sederhana, strategi dalam pemberdayaan sudah cukup 
bagus, namun pengimplementasian dari strategi tesebut yang masih perlu 
dibenahi. Antara Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan dan 
anggota koperasi masih belum terjalin koordinasi yang baik sehingga dalam 
menjalankan strategi tersebut  masih sangat sulit untuk mencapai kata yang 
optimal. Adapun indikator yang menjadi tolak ukur optimal atau tidaknya strategi 
tersbut yaitu : 
 Fase inisial, dimana Dinas Koperasi berperan penuh dalam 
memberdayakan koperasi pertanian melalui pelatihan, penyuluhan dan 
kebijakan, sehingga tercipta sumber daya yang berkualitas, sumber 
modal yang tinggi, juga sarana dan prasarana yang layak. Akan tetapi 
kenyataannya, sumber daya yang dimiliki belum berkualitas, sumber 
modal juga masih sangat rendah, serta sarana dan prasarana belum 
memadai. 
 Fase Partisipatoris, dimana anggota sudah mampu melibatkan diri dalam 
ssetiap program-program yang ada, juga berantusias dalam 
mengembangkan koperasi pertanian sehingga koordinasi antara Dinas 
dengan anggota koperasi terjalin baik. Akan tetapi, keterlibatan anggota 
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koperasi hanya dalam batas surat penugasan, ketika tidak ada surat 
tugas, maka anggota tidak akan melibatkan diridalam program itu, 
anggota koperasi juga hanya menerima apa yang menjadi keputusan dari 
musrenbang, tidak pernah ada usulan program-program terbaru guna 
untuk memberdayakan koperai mereka. 
 Fase Emansipatoris, dimana koperasi sudah menemukan kekuatan 
dirinya dibuktikan dengan asset, volume usaha, dan sisa hasil usaha 
yang dimilikinya. Akan tetapi sejauh ini, hanya ada1 koperasi pertanian 
yang memiliki asset, volume usaha dan sisa hasil usaha. Ini membuktikan 
bahwa koperasi pertanian masih sangat perlu untuk diberdayakan. 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan hanya 
merumuskan strategi tapi belum bisa mengimplementasikan, dan masyarakat 
juga tidak tahu menahu apa yang menjadi strategi dari Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan.  
 
B. Saran 
1. Sebaiknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 
melakukan pendekatan kepada anggota koperasi agar anggota koperasi 
tahu apa yang menjadi tujuan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, 
dan Perdagangan. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 
juga sebaiknya tidak hanya melihat pada sasaran saja, tapi bagaimana 
membenahi proses dari pencapaian sasaran tersebut sehingga secara 
perlahan-lahan strategi dapat diimplementasikan secara optimal. 
2. Sebaiknya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 
memberdayakan koperasi pertanian melalui 3 fase, yakni fase inisial, 
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partispatoris, dan emansipatoris. Fase ini harusnya dilakukan seefektif 
mungkin, fase demi fase harus dipermantap perencanaanya agar koperasi 
pertanian benar-benar bisa diberdayakan. 
a. Dimulai dari fase pertama yaitu fase inisial (dari pemerintah, oleh 
pemerintah, untuk masyarakat), Disini Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan yang berperan aktif guna membuat 
koperasi pertanian yang terpuruk ini menjadi bangkit, karena melihat 
dari beberapa upaya pembinaan yang dilakukan selama ini, Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan masih pasif dalam 
menjalankan tugasnya. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan 
Perdagangan harus menyadari bahwa koperasi itu di bawah naungan 
Dinas Koperasi, jika Kepala Bidang Koperasi sebagai pengarah bersikap 
pasif, maka seluruh pegawainya juga akan bersikap sama dan akan 
berdampak pada koperasi. Sebaiknya Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan membuat agenda rutin untuk 
melakukan pelatihan atau penyuluhan, jangan menunggu dari 
pemerintah pusat sehingga anggota koperasi merasa diperhatikan 
kembali, semangat mereka pasti akan berkobar lagi. 
b. Setelah fase pertama dijalankan dan ada perkembangan, kemudian kita 
melangkah ke fase kedua, yaitu fase partisipatoris (dari pemerintah, oleh 
masyarakat, untuk masyarakat). Dalam fase ini, Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan mulai melibatkan masyarakat yang 
tadinya hanya duduk diam ketika mengikuti pelatihan, sekarang saatnya 
melakukan praktek dari pelatihan atau penyuluhan yang sudah didapat 
agar mereka terlibat dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh Dinas 
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Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Seperti penerapan 
sistem bercocok tanam modern yang merupakan program dari Dinas 
Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan tapi anggota 
koperasi merupakan penyelenggara dari kegiatan tersebut. 
c. Setelah fase pertama dan fase kedua mulai menampakkan hasil, maka 
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan bisa beralih ke 
fase ketiga yaitu fase emansipatoris (dari masyarakat, oleh masyarakat, 
untuk masyarakat, didukung oleh pemerintah). Dinas Koperasi, UMKM, 
Perindustrian, dan Perdagangan disini hanya menjadi fasilitator dari 
kegiatan anggota koperasi, karena mereka sudah dibina dan bisa 
mandiri dalam melakukan kegiatannya. Maka tidak akan ada lagi 
koperasi yang hanya tinggal papan nama saja. 
3. Sebaiknya anggota koperasi dari setiap koperasi, terutama anggota koperasi 
pertanian berusaha lebih memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari 
koperasinya sehingga ada yang menjadi target dalam membuat agenda 
tahunan koperasi. Selain itu, anggota koperasi harus saling mendukung agar 
semangat  untuk mengembangkan koperasi akan tumbuh kembali. 
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